
Miranti Husein & Widya Setiabudi
28 Desember 2020





Miranti Husein & Widya Setiabudi
28 Desember 2020



ii
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

Daftar Isi
Daftar Singkatan	 iv
Latar Belakang	 1
Respons Keluarga Besar HFI dalam COVID-19	 2
Konteks Pelokalan HFI	 3
Tujuan Studi Pelokalan	 6
Kerangka Konsep Studi	 6
	 7 Dimensi Pelokalan	 6
	 Tingkatan Lokalitas	 7
	 Pelokalan & Aspek Saling Melengkapi (Komplementaritas)	 7
	 Keunikan Lembaga Berbasis Keagamaan	 8
	 Pertanyaan Kunci	 9
	 Ruang Lingkup Studi	 10
	 Penggalian Data	 10
		  Data Sekunder	 10
		  Data Primer	 11
Keterbatasan	 12
	 Dampak COVID-19 dalam Kehidupan Beragama	 13
	 Tingkatan Lokalitas dalam Pelokalan	 14
	 Pendanaan	 19
		  Sumber Pendanaan	 19
		  Jenis Pendanaan	 20
		  Dana dari Masyarakat Umum & Filantropi	 21
	 Alokasi Pendanaan untuk Peningkatan Kapasitas	 24
	 Kemitraan	 25
	 Partisipasi Masyarakat	 30
	 Peningkatan Kapasitas	 33
	 Koordinasi	 36
		  Pertanyaan Kunci	 36
		  Koordinasi Internal	 37
		  Koordinasi Eksternal	 38
		  Koordinasi Antar Anggota HFI	 40
	 Kebijakan & Advokasi	 41
		  Pertanyaan Kunci	 41
		  Kebijakan yang Mendukung Pelokalan	 42
		  Kebijakan Lembaga terkait COVID-19	 43
		  Aturan Keagamaan	 44
		  Advokasi	 45
	 Visibilitas & Inovasi	 46



iii
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

	 Komplementaritas	 48
		  Komplementaritas Antar Pemangku Kepentingan	 49
		  Peran Lembaga Internasional	 50
	 Keunikan Lembaga Berbasis Keagamaan	 52
		  Kelebihan	 52
		  Tantangan	 54
		  Aspek Teologis	 54
Kesimpulan	 56
	 Tingkatan Lokalitas	 56
	 Pendanaan	 56
	 Kemitraan	 56
	 Partisipasi Masyarakat	 57
	 Peningkatan Kapasitas	 57
	 Koordinasi	 58
	 Kebijakan dan Advokasi	 58
	 Visibilitas dan Inovasi	 59
	 Komplementaritas	 59
	 Keunikan Lembaga Agama	 59
	 Pelokalan Anggota HFI dalam Respons COVID-19	 60
Rekomendasi	 60
Daftar Pustaka	 62

 



iv
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

ACT	 Action Church Together
ADRA	 Adventist Development & Relief Agency
APD	 Alat Perlindungan Diri
APP	 Aksi Puasa Pembangunan
BAZNAS	 Badan Amil Zakat Nasional
BNPB	 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTB	 BAZNAS Tanggap Bencana
COVID-19	 Corona Virus Disease 2019
CSR	 Corporate Social Responsibility 
CTPS	 Cuci Tangan Pakai Sabun
DD	 Dompet Dhuafa
DEPP	 Disaster Emergency Preparedness Programme
DFAT	 Department of Foreign Affair and Trade
DKI	 Daerah Khusus Ibukota
CDA	 CDA bukan singkatan. CDA adalah lembaga non-profit 

yang berkantor pusat di Cambridge, Massachusetts, 
yang berfokus pada isu-isu perdamaian, pembangunan, 
kemanusiaan dan korporasi yang bekerja di wilayah 
konflik.

GKJ	 Gereja Kristen Jawa
GMC-19	 Gereja Melawan COVID 2019
HfH	 Habitat for Humanity
HFI	 Humanitarian Forum Indonesia
HI	 Human Initiative
HPG	 Humanitarian Partnership Group
ODI	 Overseas Development Institute
HIV/AIDS	 Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immunodeficiency Syndrome
ICVA	 International Council for Voluntary Agencies
IHA	 International Humanitarian Alliance
KARINA	 Karitas Indonesia
KIE	 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Klasnas PP	 Klaster Nasional Perlindungan dan Pengungsian
KSB	 Kampung Siaga Bencana
KWI	 Konferensi Waligereja Indonesia
LAZISMU	 Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah
LBM	 Lajnah Bahtsul Masail
	 Lembaga yang memberikan fatwa hukum di NU

Daftar Singkatan



v
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

LPB	 Lembaga Penanggulangan Bencana
LPBI NU	 Lembaga Penanggulangan Bencana & perubahan iklim 

Indonesia Nadhlatul Ulama
LSM	 Lembaga Swadaya Masyarakat
MCCC	 Muhammadiyah COVID-19 Crisis Center	
	 Terdiri dari berbagai divisi dalam Muhammadiyah yang 

bergabung bersama untuk memerangi pandemic 
COVID-19

MDMC	 Muhammadiyah Disaster Management Center (Lembaga 
Penanggulangan Bencana Muhammadiyah)

NH	 Nurul Hayat
NTB	 Nusa Tenggara Barat
NU	 Nahdlatul Ulama
OMS	 Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	 Persatuan Bangsa-Bangsa
PD NU	 Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama
PGI	 Persekutuan Gereja-gereja Indonesia
PHBS	 Pola Hidup Bersih Sehat
PKU	 Pusat Kesehatan Umum
	 Divisi dalam Muhammadiyah yang memberikan layanan 

kesehatan
PMI	 Palang Merah Indonesia
Pokja	 Kelompok Kerja
PRB	 Pengurangan Risiko Bencana
RI	 Republik Indonesia
RS	 Rumah Sakit
RW	 Rumah Sakit
RT	 Rukun Tetangga
Prokes	 Protokol Kesehatan
RZ	 Rumah Zakat
SATGAS	 Satuan Tugas
SMA	 Sekolah Menengah Atas
SMS	 Short Message Service
WA	 WhatsApp
WAG	 WhatsApp Group
WVI	 Wahana Visi Indonesia
YEU	 Yakkum Emergency Unit
YKMI	 Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia



vi
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19



1
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

Latar Belakang

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan dua kasus 
pertama COVID-19. Pada tanggal 13 Maret 2020, Pemerintah Indonesia 
mengumumkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan 
COVID-19 agar respons COVID-19 bisa terkoordinasi dengan baik dan 
melibatkan berbagai kementerian yang relevan, Kepolisian Nasional 
Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.  Sejak itu, Gugus 
Tugas sudah banyak mengeluarkan kebijakan, panduan, protokol dan 
SOP (Standard Operating Procedure) tidak hanya terkait pencegahan 
dan penanganan COVID-19, namun juga panduan tentang bagaimana 
menangani dampak COVID-19 tidak hanya secara kesehatan, juga 
dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Selain itu, masing-
masing kementerian terkait juga memberikan bantuan serta layanan. 
Materi-materi yang telah dibuat perlu disosialisasikan sampai ke 
masyarakat dan tentunya mengingat dampak pandemi COVID-19 yang 
sangat luas, di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya di 
bidang kesehatan. 

Pandemi COVID-19 yang memberikan batasan bepergian dari satu 
tempat ke tempat lain, dan berdampak mendunia telah mengakibatkan 
tindakan pencegahan, respons dan pemulihan COVID-19 terjadi secara 
lokal, dari nasional sampai ke masyarakat. Bahkan di Indonesia, dengan 
pembatasan perjalanan, khususnya melalui jalur udara, penanganan 
COVID-19 betul-betul hanya bisa ditangani oleh warga di kabupaten/
kota yang sama. Bahkan di beberapa konteks di mana desa-desa 
ditutup secara mandiri oleh warga desa1, sepenuhnya dilakukan oleh 
warga desa.  Ini menggugah para pelaku humanitarian dan non-
humanitarian merespon bencana ini. Anggota-anggota Humanitarian 
Forum Indonesia (HFI) tidak terkecuali. Limabelas (15) dari 17 anggota 
HFI menyusun Rencana Respons Bersama.

Sifat keanggotaan HFI yang mensyaratkan bahwa untuk menjadi 
anggotanya, sebuah lembaga berbasiis keagamaan harus memiliki 
akta kelembagaan yang terdaftar di Indonesia sebagai lembaga yang 
beroperasi minimal di 3 provinsi, membuat rerata anggota adalah 
lembaga nasional. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan studi 

1Pengalaman ini antara lain disampaikan oleh fasilitator masyarakat Yayasan Rebana Indonesia di Sulawesi Tengah, di 
mana desa mereka ditutup di awal masa pandemi.
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pelokalan sebagaimana tawaran muncul dari Dewan Internasional 
untuk Lembaga berbasis Relawan (International Council for Voluntary 
Agencies/ICVA). Gagasan ini disambut baik dan dirasa pas untuk 
beberapa alasan. Yang pertama, HFI beranggotakan lembaga nasional 
yang berjejaring sampai ke lokal. Kedua, dengan respons bersama 
ini maka HFI merespons di seluruh Indonesia. Yang ketiga, sifat 
keanggotaan HFI yang berbasis keagamaan akan menjadikan studi 
pelokalan anggota HFI menjadi unik, mengingat belum banyak studi 
pelokalan untuk lembaga berbasis keagamaan.

Respons Keluarga Besar HFI dalam COVID-19

Rencana Bersama Respons COVID-19 HFI berlaku dari tanggal 1 April 
sampai dengan tanggal 30 April 2020. Pada tanggal 29 September 
2020, dalam Pertemuan Koordinasi Anggota HFI, rencana respons ini 
ditinjau kembali oleh para anggotanya yang difasilitasi oleh Sekretariat 
HFI, untuk melihat apakah Rencana Respons Bersama itu perlu 
beralih ke Rencana Pemulihan. Namun karena sampai sekarang kasus 
COVID-19 semakin meningkat, makan Rencana Respons Bersama 
belum dialihkan ke Rencana Pemulihan. 

Dalam Rencana Respons Bersama, yang dimutakhirkan pada 
bulan Agustus 2020, diperkirakan Kebutuhan anggaran: Rp 
1.228.506.378.363 dengan pengerahan sumber daya manusia 
sebanyak: 112.064 orang,   meliputi: 31.767 staf dan 80.297 relawan 
untuk merespon kebutuhan 142.750.634 orang.

Ada 9 sektor yang tercakup dalam Rencana Respons Bersama dan 
wilayah kerjanya adalah sebagai berikut:

	♦ Kesehatan: layanan kesehatan di 151 rumah sakit, 
penyemprotan disinfektan, penyediaan APD untuk tenaga 
medis dan relawan

	♦ AMPL: penyediaan hand sanitizier, tempat cuci tangan dan 
masker

	♦ Pendidikan: pembuatan aplikasi untuk belajar, membuat KIE, 
edukasi publik melalui TV, radio, poster, mobil keliling 

	♦ Agama, membuat panduan buat umat dan tokoh agama 
berkaitan dengan adanya protokol kesehatan dalam 
menghadapi Covid-19
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	♦ Ekonomi: bantuan makanan siap saji, sembako, voucher, 
pedampingan kelompok usaha untuk kelompok ekonomi yang 
rentan terdampak.

	♦ Manajemen informasi 
	♦ Koordinasi: dilakukan di 3 pihak. Pertama di internal anggota 

HFI dengan kantor wilayah dan cabang serta organisasi 
afiliasinya. yang kedua adalah dengan anggota HFI. Yang 
ketiga adalah dengan pemerintah baik di pusat maupun di 
daerah dengan satuan tugas yang ada.

	♦ Psikososial, spiritual dan perlindungan: pendampingan kepada 
pasien dan keluarga pasien serta melakukan pelayanan 
konsultasi.

Dalam respons COVID-19 ini beberapa anggota HFI yang berbasis 
massa membuat respons bersama dengan divisi-divisi lain dalam 
jejaring mereka:

	♦ MDMC bergabung dengan divisi Muhammadiyah lainnya, 
termasuk divisi kesehatan, dalam Muhammadiyah COVID-19 
Crisis Center (MCCC),

	♦ LPBI NU bersama dengan divisi NU lainnya seperti Anshor, 
Persatuan Dokter NU (PD NU) dan divisi-divisi lainnya 
membentuk NU Peduli.

	♦ Gerejap-gereja di dalam PGI termasuk Kelompok Kerja PRB-
PGI bergabung dalam Gereja Melawan COVID-19 atau sering 
disebut sebagai GMC-19.

Untuk selanjutnya, ketika membicarakan lembaga tersebut sebagai 
anggota HFI, maka akan disebutkan nama lembaganya, namun bila 
yang dimaksud adalah keseluruhan respons lembaga tersebut, makan 
akan disebutkan nama kolaborasinya.

Konteks Pelokalan HFI

Pada tahun 2016, ketika Grand Bargain pertama kali mengusung 
isu pelokalan menjadi salah satu prioritas mereka, dukungan dan 
komitmen yang diberikan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan, Badan 
PBB dan negara donor adalah untuk memperkuat kapasitas lokal 
dalam menjalankan tugas kemanusiaan agar semakin efektif, efisien 
dan bermartabat dengan memperkuat aktor-aktor lokal. Meski tidak 
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ada definisi tunggal tentang apa itu pelokalan, namun di awal-awal 
penetapan agenda The Grand Bargain, fokus pelokalan lebih untuk 
melokalkan pendanaan dan bantuan kemanusiaan. Setelah 4 tahun dari 
dicanangkannya agenda ini, makna pelokalan diperluas dengan lebih 
melibatkan aktor-aktor lokal sendiri untuk memaknai pelokalan. 

Agenda yang di awal berfokus pada persentase pendanaan yang 
mengalir ke dalam lembaga nasional dan lokal, menjadi berkembang 
ke pengembangan kapasitas, kepemimpinan lembaga-lembaga 
lokal. Sebuah lembaga bernama CDA memfasilitasi sebuah platform 
pembelajaran virtual yang mengundang praktisi-praktisi kemanusiaan 
dari 17 negara untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai 
sistem humanitarian, khususnya tentang pelokalan. Selama delapan 
bulan, ada 25 artikel yang ditulis dan kemudian disintesiskan dalam 
2 penerbitan “From Where We Stand.”2   Dalam sintesis tersebut 
pelokalan dikupas dari berbagai sudut pandang, dengan pengalaman 
yang berbeda-beda di 17 negara. Salah satu yang disampaikan di sana 
adalah ketimbang berdebat tentang dikotomi peran internasional dan 
lokal, perhatian seharusnya difokuskan pada aksi kemanusiaan untuk 
masyarakat yang terdampak bencana. Lebih lanjut, para pelaku di 17 
negara itu menyatakan bahwa mereka tidak menunggu sampai bantuan 
datang, namun mereka melaksanakan hak mereka menjalankan tugas 
kemanusiaan.

Begitu juga anggota-anggota HFI tidak menunggu bantuan datang. 
Mereka melulu menjalankan tugas mereka sebagai lembaga 
kemanusiaan. Secara kategori kelembagaan anggota HFI yang terlibat 
dalam Respons Bersama COVID-19 ada tiga3 :

	♦ Lembaga Nasional yang memiliki afiliasi dengan lembaga 
internasional, yang sesungguhnya menurut definisi Kelompok 
Kerja Penanda Pelokalan bukanlah lembaga lokal. Hanya ada 3 
lembaga yang memiliki tipologi ini yang menjadi bagian dalam 
studi ini: ADRA, Habitat for Humanity (HfH) Indonesia, dan 
Wahana Visi Indonesia,

2Kedua serial ini bisa diakses secara daring. Bagian pertama bisa diakses di sini: https://www.cdacollaborative.org/
blog/what-weve-heard/ Sedangkan bagian kedua bisa diakses di sini: https://www.cdacollaborative.org/blog/from-
where-we-stand
3Meski tidak berusaha terjebak dalam dikotomi internasional dan nasional, pengkategorian ini diambil dari definisi 
yang dibuat Kelompok Kerja Penanda Pelokalan  karena kategori ini membantu dalam analisa dalam hal sumber 
pendanaan, peningkatan kapasitas dan kemitraan.
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	♦ Lembaga Nasional dengan staf & struktur professional 
(bukan relawan) yang tidak memiliki afiliasi dengan lembaga 
internasional, meskipun tidak menutup mereka menjadi bagian 
dari jejaring internasional, seperti ACT Alliance, International 
Humanitarian Alliance (IHA) dan jejaring serupa. Sebagian 
besar anggota HFI masuk ke dalam kategori ini: Dompet 
Dhuafa, Human Initiative, Yakkum Emergency Unit, Baznas 
Tangguh Bencana, Nurul Hayat, Rumah Zakat. Lembaga-
lembaga ini memiliki cabang sampai ke kabupaten/kota dan 
relawan di komunitas.

	♦ Lembaga berbasis massa yang mengandalkan relawan sebagai 
staf biasa maupun dalam struktur mereka. Ada 4 lembaga yang 
masuk dalam kategori ini: KARINA, Muhammadiyah Disaster 
Management Center (MDMC), Lembaga Penanggulangan 
Bencana Indonesia (LPBI NU) dan Kelompok Kerja 
Pengurangang Risiko Bencana Persekutuan Gereja-gereja 
di Indonesia (PRB-PGI). Struktur organisasi berbasis massa 
memiliki sampai ke komunitas.

Meskipun ada beberapa anggota HFI yang berafiliasi internasional 
namun mereka memiliki kemitraan dengan lembaga lokal, dan praktik 
kemitraan mereka membantu memperkaya kajian ini. Oleh karena itu, 
mereka menjadi bagian dari studi pelokalan ini.

Karena sebagian besar anggota HFI memiliki cabang sampai ke 
kabupaten/kota dan bahkan untuk organisasi yang berbasis massa, 
staf-stafnya adalah relawan-relawan yang ada di masyarakat, maka 
respons mereka adalah bagian dari masyarakat lokal sendiri. Sehingga 
pelokalan bagi anggota HFI adalah bagaimana penguatan dilakukan di 
sub-nasional. Dan pandemi COVID-19 ini peran sub-nasional menjadi 
semakin mengedepan karena pembatasan pergerakan. Mereka 
harus bisa mandiri dalam mengelola bantuan COVID-19 dengan 
pendampingan jarak jauh dari kantor nasional. 

“Bagi anggota HFI, pelokalan berarti bagaimana respons di 
tingkat sub-nasional semakin diperkuat sehingga mereka dapat 
menjalankan pelokalan mereka sendiri.”

Sehingga studi ini berfokus pada apa yang dilakukan di masing-
masing tingkatan lokalitas: nasional, provinsi, kabupaten/kotamadya 
dan di tingkat komunitas; dan bagaimana respons anggota HFI yang 
sudah berjalan di masing-masing tingkatan nasional dan sub-nasional 
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bisa menjadi aksi humanitarian yang efektif dan bermartabat sebagai 
tujuan akhir dari pelokalan. Karena keterbatasan untuk menilik dampak 
respon di tingkat masyarakat, maka konsentrasi studi diarahkan 
pada bagaimana respon yang dijelaskan metodologinya di sub-judul 
“Kerangka Konsep Studi” di bawah.

Tujuan Studi Pelokalan

Tujuan dari Studi Pelokalan ini adalah untuk:

	♦ Mengidentifikasi pembelajaran respon Keluarga HFI dalam 
mencegah dan menangani situasi pandemic COVID-19 di 
Indonesia.

	♦ Mendokumentasikan praktik pelokalan respon Keluarga HFI 
dalam mencegah dan menangani situasi pandemic COVID-19 di 
Indonesia.

Kerangka Konsep Studi

Untuk melihat sejauh mana respons lokal keluarga Besar HFI sudah 
berjalan dengan efektif dan secara bermartabat membantu masyarakat 
dalam mencegah penularan COVID-19 dan penanganan dampaknya, 
diperlukan pemantauan di tingkat penerima manfaat dan di masyarakat. 
Saat ini, hal tersebut sulit diverifikasi karena adanya pembatasan 
pergerakan. Oleh karena itu studi ini akan berfokus bagaimana 
pelokalan sudah dilakukan dengan dibantu oleh kerangka 7 Dimensi 
Pelokalan serta melihat bagaimana komplementaritas respons anggota 
HFI serta keunikan mereka sebagai lembaga agama,

7 DIMENSI PELOKALAN

Kerangkat Konsep studi ini mengadopsi 7 (tujuh) Dimensi Pelokalan 
yang dikembangkan oleh START Network dalam projek Disaster 
Emergency Preparedness Programme (DEPP). Ketujuh dimensi ini 
adalah kerangka global yang pada awalnya melulu melihat bagaimana 
dukungan internasional dilaksanakan dalam mendukung lembaga 
lokal di tujuh dimensi ini. Namun kemudian perspektif 7 Dimensi 
Pelokalan berkembang menjadi bagaimana respons lokal berkontribusi 
membantu mereka yang terdampak (Brabant & Patel, 2018).4 Dalam 
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studi ini, ketujuh dimensi itu digunakan dalam perspektif sebagai 
berikut:

1.	 Pendanaan: untuk melihat bagaimana mekanisme pendanaan, 
pelokalan pendanaan, dan seberapa fleksibel penggunaan dana 
agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

2.	Kemitraan: untuk melihat pola kemitraan yang ada, dan kemitraan 
membentuk intervensi anggota HFI dalam respons COVID-19 ini.

3.	 Kapasitas: untuk melihat bagaimana mekanisme transfer atau 
penguatan pengetahuan dalam kemitraan tersebut dilaksanakan.

4.	 Pelibatan Masyarakat: untuk melihat seberapa jauh masyarakat 
terdampak dilibatkan baik dalam proses pengambilan keputusan 
dalam pengelolaan program di lapangan dan bisa menyampaikan 
pendapat mereka.

5.	Mekanisme Koordinasi: untuk melihat bagaimana dan dengan 
siapa koordinasi dijalankan, efektivitas dan tantangan dalam 
koordinasi.

6.	Visibilitas & Inovasi: untuk melihat siapa yang mendapatkan 
pengakuan atas kerja kemanusiaan serta inovasi yang dihasilkan 
selama respons.

7.	 Kebijakan & Advokasi: untuk melihat apakah ada kebijakan yang 
mendukung pelokalan dan pelokalan dalam respons COVID-19, 
serta advokasi apa yang dilakukan.

TINGKATAN LOKALITAS

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, studi ini berusaha 
mendokumentasikan apa yang terjadi di tingkat nasional dan sub-
nasional dalam ketujuh dimensi tersebut, bagaimana pelaksanaannya, 
apa kontribusi Keluarga HFI, serta apa capaian dan tantangan di 
masing-masing dimensi di tiap tingkatan pelokalan (nasional, provinsi/
kabupaten/kota, mitra dan masyarakat).

PELOKALAN & ASPEK SALING MELENGKAPI (KOMPLEMENTARITAS)

Dalam Catatan Singkat Humanitarian Partnership Group (HPG)5  
pandemi COVID-19 dianggap sebagai kesempatan untuk melakukan 
pelokalan secara sistemik dengan cepat. Namun dalam kondisi 

5Catatan Singkat HPG ini berjudul “All Eyes on Local Actors: COVID-19 and Local Humanitarian Response”, yang 
diterbitkan pada bulan Juli 2020.



8
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

pelokalan yang “dikarbit” ini, apakah kemampuan ini akan bertahan 
lama dan berkelanjutan, baik untuk pelaku pemerintah dan non-
pemerintah? Karena pelaku lokal “dipaksa” dalam menjalankan 
respons, apakah bila pandemi berarti mereka masih bisa menjalankan 
hal serupa di respons-respons lainnya di masa datang? Dalam studi 
pelokalan ini aspek komplementaritas antar pemangku kepentingan 
yang terlibat dan berpotensi terlibat dalam respons COVID-19, 
kebijakan serta lingkungan seperti apa yang bisa memaksimalkan 
komplementaritas antar pelaku humanitarian. Tujuannya adalah agar 
upaya pelokalan yang sudah diinduksi oleh COVID-19, bisa berlanjut 
setelah pandemi COVID-19 usai, melalui upaya yang lebih sistematis.

KEUNIKAN LEMBAGA BERBASIS KEAGAMAAN

Mengingat keunikan keanggotaan HFI yang adalah lembaga berbasis 
keagamaan, maka kajian pelokalan ini juga berusaha menangkap 
keunikan respons anggota HFI sebagai lembaga yang berbasis 
keagamaan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak secara 
kesehatan, ekonomi dan sosial, namun juga dalam hal praktik dan 
kehidupan beragama dengan pembatasan ibadah berjamaah yang 
menjadi pilar agama Islam maupun Kristen dan Katholik.

Kerangka Konsep Studi ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1: Kerangka Konsep Studi Pelokalan Respons COVID-19 HFI6

6Di dalam Kerangka Acuan Kerja Studi Pelokalan di awal, tidak dipisahkan antara Kantor Cabang dan “Mitra”, namun 
dalam penggalian data primer, kemitraan dengan lembaga lain muncul dan mereka juga menjadi pelaku pelokalan 
dalam Respons COVID-19 Keluarga HFI, shingga dipisahkan sebagai tingkatan lokalitas tersendiri.
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PERTANYAAN KUNCI

Berdasarkan kerangka konsep di atas, pertanyaan kunci di masing-
masing tingkatan (Nasional, Provinsi/Kabupaten/Kotamadya, dan 
Masyarakat) adalah:

Dimensi Studi Pertanyaan Kunci

Pendanaan Dari mana sumber pendanaan Lembaga Anda?
Apa kewenangan yang dimiliki di masing 
tingkatan untuk penggunaan dana?

Kemitraan Dengan siapa kemitraan Lembaga Anda 
(pelaksana dan donor)?
Apakah ada ruang negosiasi untuk pasal-pasal 
dalam perjanjian kemitraan?
Sejauh mana masing-masing tingkatan 
pelokalan berperan di setiap tahapan 
manajemen program?
Bila Anda bisa memberikan gambaran atas 
kemitraan Lembaga Anda, bagaimana kemitraan 
itu: merawat (nurturing), memberdayakan 
(empowering) atau instruksional? Jelaskan.

Kapasitas Apakah kapasitas yang dimiliki di masing-masing 
tingkatan sesuai dengan mandatnya?
Apakah ada peningkatan kapasitas secara 
berkala di masing-masing tingkatan? Dilakukan 
oleh siapa dan bagaimana kontribusinya 
terhadap capaian respon?

Pelibatan Masyarakat Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam setiap 
tahapan dalam manajemen program?
Apakah masyarakat memiliki informasi cukup 
dan bisa bertanya tentang informasi terkait 
respon?
Apakah masyarakat dilibatkan untuk saling 
bantu dalam respon?
Apakah masyarakat memiliki saluran yang efektif 
untuk menyampaikan umpan balik, termasuk 
yang terkait perilaku staf dan/atau relawan 
lembaga?
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Mekanisme Koordinasi Apakah mekanisme koordinasi yang diikuti 
lembaga di berbagai tingkatan, dan sejauh 
mana lembaga tersebut terlibat dan mewarnai 
dinamika dalam berkoordinasi

Visibilitas Di tingkat mana sajakah lembaga mendapatkan 
pengakuan atas capaian dan inovasi yang 
mereka lakukan?

Kebijakan Kebijakan apakah yang diperlukan agar 
pelokalan bisa terjadi lebih efektif:
1.	 Kebijakan pemerintah
2.	 Kebijakan donor (bila ada)
3.	 Kebijakan internal Lembaga Anggota HFI
4.	 Kebijakan HFI sebagai sebuah Perkumpulan

Komplementaritas Siapa saja pemangku kepentingan utama dalam 
respons ini?
Apakah yang harus dilakukan agar para pelaku 
kepentingan saling mengisi?
Apakah peran yang bisa dilakukan lembaga 
internasional?

Keunikan Lembaga 
Agama

Apakah yang membedakan respons anggota 
HFI berbeda dari organisasi sekuler ?

RUANG LINGKUP STUDI

Studi ini melihat bagaimana pelokalan di dalam respons anggota 
HFI untuk pandemi COVID-19 selama bulan Maret sampai dengan 
September 2020, sebagai bagian dari Rencana Respons Bersama 
HFI. Meskipun dalam periode ini lembaga-lembaga yang sama juga 
merespons bencana lainnya, namun fokus studi ini tetap pada respons 
COVID-19.

PENGGALIAN DATA

Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan penggalian data 
sekunder dan primer.

Data Sekunder

Data Sekunder didapatkan dari:
	✓ Dokumen Joint Response Protocol HFI,
	✓ Dokumen Joint Response Plan untuk merepons COVID-19,
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	✓ Laporan rutin lembaga-lembaga anggota HFI,
	✓ Laporan rutin HFI,
	✓ Kajian-kajian terkait respons COVID-19 di Indonesia dan pelokalan.

Data Primer

Dari 17 anggota HFI dan ada 15 anggota bergabung dalam Rencana 
Respons Bersama untuk COVID-19. Kelimabelas anggota tersebut 
bersedia menjadi bagian dari Studi Pelokalan ini. Lembaga-lembaga 
tersebut memiliki latar belakang agama yang Islam, Katholik Roma, dan 
Kristen; dan mereka melakukan respons sampai di tingkat komunitas.
Pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan 
kepada satu atau lebih perwakilan masing-masing anggota yang 
menjadi responden, tergantung pada tingkatan lokalitasnya: nasional, 
cabang (provinsi/kabupaten/kota), mitra, dan masyarakat.

Dalam penggalian data primer, berikut adalah daftar informan 
berdasarkan tingkatan lokalitasnya:

Lembaga Nasional Provinsi/ 
Cabang

Mitra Masyarakat/ 
Relawan

ADRA Indonesia √

Baznas Tanggap 
Bencana 

√ √

Dompet Duafa √ √ √ √

PRB-PGI √ √

Habitat for 
Humanity 
Indonesia

√

Human Initiative √ √ √

KARINA √ √

ADRA Indonesia √

Baznas Tanggap 
Bencana 

√ √

Dompet Duafa √ √ √ √

PRB-PGI √ √
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Habitat for 
Humanity 
Indonesia

√

Human Initiative √ √ √

KARINA √ √

Rumah Zakat √ √ √

Kami hanya berhasil mewawancarai komunitas dampingan dari 4 
lembaga saja, karena tidak semua komunitas dampingan memiliki 
akses ke daring atau telepon/sinyal, selain keterbatasan waktu 
penggalian data dan kesibukan masyarakat dan lembaga untuk 
mengatur pertemuan dengan masyarakat.

Keterbatasan

Dalam Studi Pelokalan ini ada beberapa keterbatasan:

1. 	Keterbatasan waktu dan banyaknya responden tidak memungkinkan 
menambah jumlah responden dari pemerintah dan donor. Studi 
lebih lanjut disarankan untuk mengkaji bagaimana sinergi antar 
pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional bisa 
lebih disistematisasikan.

2. 	Pembatasan bepergian dan keterbatasan jaringan internet dan 
telekomunikasi di daerah menyebabkan hanya sedikit anggota 
masyarakat yang bisa diwawancarai. Ini berarti juga pandangan dari 
masyarakat hanya mewakili mereka yang bisa mengakses jaringan. 
Dan ini sudah menimbulkan bias tersendiri, karena masyarakat, 
relawan dan kantor cabang yang tidak memiliki akses ke jaringan 
internet ataupun komunikasi telepon tidak terwakili dalam studi ini.

3. Pelokalan memiliki spektrum luas. Ini memberi kesempatan bagi 
keluarga besar HFI untuk turut memaknai pelokalan. Namun 
karena sifat studi ini bersifat deskriptif, sebagai langkah awal 
pendokumentasian bagaimana keluarga besar HFI menjalankan 

Tabel 2: Daftar informan berdasarkan Lembaga Anggota & Lokalitas
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pelokalan secara spesifik dalam respons COVID-19, studi ini belum 
bisa menjawab pemaknaan pelokalan bagi HFI. Untuk itu diperlukan 
beberapa kali lagi proses refleksi keluarga HFI dalam memaknai 
pelokalan dalam berbagai respons.

DAMPAK COVID-19 DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

Selain dampak sosial, ekonomi dan pastinya kesehatan, COVID-19 juga 
mengubah kehidupan beragama di Indonesia. Pembatasan interaksi 
selama masa COVID-19 dan pelaksaanaan ibadah berjamaah di tempat 
ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan tidak dapat dilakukan 
selama pandemi COVID-19. Anggota HFI berbasis agama Islam, Katholik 
Roma, dan Kristen, meskipun ada berbagai aliran dalam agama Islam 
dan gereja yang berbeda dalam lingkup gereja Kristen. Baik agama 
Islam, Katholik maupun Kristen memiliki ritual yang mengarahkan untuk 
beribadah secara berjamaah. Bahkan ada pula yang menganut tradisi-
tradisi keagamaan yang dirayakan secara bersama.

Dalam ibadah kaum Muslim misalnya, di mana sholat Jumat menjadi 
sebuah kewajiban, tiba-tiba menjadi tidak bisa dilaksanakan, padahal 
dalam aturan agama Islam, sholat Jumat bersifat wajib bagi Muslim 
laki-laki berjama’ah. Begitu pula ibadah Haji yang menjadi salah satu 
tonggak Hukum Islam yang utama di dalam Rukun Islam kelima. Namun 
ketika terjadi COVID-19 hal-hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena 
berisiko menimbulkan penularan. Dalam agama Nasrani, ibadah 
bersama di gereja pun tidak dapat dilakukan. Padahal ibadah bersama 
adalah tonggak dan tradisi gereja, karena gereja sendiri adalah 
persekutuan umat.

Tidak hanya ritual ibadah yang terdisrupsi, namun juga tradisi 
keagamaan yang dilakukan misalnya: pemulasaran jenazah yang 
disertai dengan upacara dan meminta dukungan doa dari kenalan & 
kerabat, perayaan pernikahan, perngatan 40 hari kematian, perayaan 
Shalat Ied, Paskah dan Natal berjamaah dan bersama keluarga. Hal ini 
menimbulkan ketidaknyamanan, karena ketakutan bahwa mereka telah 
melanggar hukum dan aturan agama dan ini akan menghambat relasi 
dengan Tuhan. Ketegangan-ketegangan pun muncul, misalnya insiden-
insiden pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 dari rumah sakit, 
protes atas dilarangnya ibadah bersama di tempat ibadah.
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TINGKATAN LOKALITAS DALAM PELOKALAN

Dalam penentuan lokalitas seringkali wacana yang lebih dahulu 
diperbincangkan dan disepakati adalah “Selokal apa lokal itu?”. 
Mengacu pada prinsip dan tujuan Pelokalan yang dimaksudkan of 
The Grand Bargain bahwa “untuk menjadikan aksi humanitarian yang 
sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan yang selokal mungkin, dan dengan 
bantuan internasional bila dibutuhkan” , studi ini tidak akan membahas 
selokal apa yang dimaksud, namun berusaha mencari tahu apa yang 
terjadi dan perlu terjadi di tingkat nasional, provinsi/kabupaten/cabang, 
di tingkat mitra, dan di tingkat masyarakat. Salah satu pertanyaan kunci 
adalah apakah bantuan internasional dibutuhkan dan dalam hal apa.

Oleh karena itu dalam Studi Pelokalan Respons COVID-19 yang 
dilakukan oleh anggota-anggota HFI ini, responden dan pertanyaan 
dikategorikan dan ditujukan kepada responden di kantor nasional, di 
kantor cabang (provinsi/kabupaten/kota), di tingkat mitra, dan di tingkat 
komunitas dampingan. Bila Tabel 2 menjelaskan tingkatan lokalitas 
responden yang diwawancara, tabel berikut menggambarkan tingkatan 
lokalitas di masing-masing lembaga dari kelimabelas lembaga. Centang 
menunjukkan adanya kantor di tingkat nasional dan cabang. Bila tidak 
selalu ada kantor cabang, seperti YEU yang kantor cabang hanya ada 
ketika respons tertentu, maka keterangan tambahan diberikan.

Lembaga Nasional Cabang 
(Provinsi/
Kabupaten/
Kotamadya

Mitra Relawan/ 
Fasilitator 
Lapangan/
Masyarakat 

Nurul Hayat √ √ Mitra 
Operasional/
OMS

Relawan

Baznas 
Tangguh 
Bencana

√ √ Staf

MDMC/
MCCCC

√ √ Relawan

YEU √ Kantor 
Respons

Lembaga 
Gereja lokal
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Habitat for 
Humanity 
Indonesia

√ √ Mitra 
Masyarakat

KARINA √ Karitas 
Keuskupan 
(Konfederasi)

Paroki/Stasi

Rebana 
Indonesia

√ √ Relawan 
yang dari 
luar dan dari 
masyarakat

Human 
Initiative

√ √ Staf

ADRA 
Indonesia

√ √ Staf

YKMI √ √

WVI √ √ LSM Lokal8 Staf 

LPBI-NU √ √ Relawan 
Desa

PGI-PRB √ √ Sinod lokal

Dompet 
Dhuafa

√ √ Staf 
Lapangan/ 
Relawan 
masyarakat

Yang menambah kompleksitas, bila hendak memonetisasi kerelawanan 
lembaga-lembaga anggota HFI adalah lembaga berbasis massa seperti 
MCCC, NU Peduli, PGI-PRB (sebagai bagian dari Gereja Melawan 
COVID-19/GMC-19) dan KARINA sebagian besar staf adalah relawan 
dari tingkatan nasional sampai ke masyarakatnya. Karena kepentingan 
pengkategorian adalah untuk melihat pembagian peran dan lokalitas 
kewenangan pengambilan keputusan, maka pengkategorian yang 
digunakan adalah sebagaimana tertuliskan di tabel. 

Table 3: Tingkatan Lokalitas Respons Anggota HFI

8Wahana Visi Indonesia baru saja menyelesaikan tahun pertama pemodelan kemitraan mereka dengan 6 lembaga 
lokal. .
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Dari masing-masing tingkatan lokalitas ada peran yang diambil secara 
berbeda:

1. Di tingkat nasional peran yang diambil adalah: 

	✓ Penggalangan dana: penggalangan dana di tingkatan ini 
dilaksanakan kantor pusat dengan lembaga seperti perusahaan 
dan lembaga donor serta melalui kampanye publik. Lebih lanjut 
tentang pendanaan, akan dijelaskan di sub-judul “Pendanaan”.

	✓ Menjalin kolaborasi strategis: ada sebagian dari kolaborasi strategis 
ini difasilitasi/diawali oleh HFI. Misalnya kolaborasi antara DD 
dengan PRB-PGI di mana DD melakukan disinfeksi di gereja-gereja 
yang berafiliasi dengan PGI dan melatih relawan PRB-PGI untuk 
melakukan disinfeksi. Lebih lanjut tentang kolaborasi akan dibahas 
di sub-judul “Kemitraan”.

	✓ Pembuatan dan sosialiasi protokol: kantor nasional membuat 
protokol terkait keselamatan dan keamanan staf secara individu 
untuk melindungi diri sendiri dalam aktivitas sehari-hari, maupun 
ketika melakukan interaksi dalam kegiatan respons. Meski 
Sekretariat HFI juga membuat protokol keamanan dan kesehatan 
yang termuat di dalam Rencana Respons Bersama, namun masing-
masing lembaga juga memiliki sendiri dan membuat dalam bentuk 
lebih rinci dan disertai ilustrasi visual agar lebih mudah dipahami.

	✓ Peningkatan kapasitas:  karena pembatasan pergerakan, kantor 
cabang, mitra dan relawan di masyarakat dipaksa melakukan 
responss secara mandiri. Dalam hal ini, pendampingan kantor 
nasional masih dibutuhkan, terutama terkait pencegahan 
dan penanganan COVID-19 serta pengelolaan projek. Karena 
keterbatasan ini, pendampingan dilakukan secara daring yang 
memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan pendampingan 
secara tatap muka yang bisa lebih intensif. 

	✓ Koordinasi kegiatan dan penyusunan pelaporan organisasi: 
meskipun di beberapa lembaga responden, kantor cabang 
memiliki kewenang menggalang data sendiri serta menentukan 
penggunaan anggaran mereka, namun mereka masih perlu 
mengikuti prosedur dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan di 
dalam organisasi. Kantor nasional mengkoordinir pelaporan dan 
menyusun menjadi satu sebagai laporan lembaga.
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2. Di kantor cabang, yang bisa berada di tingkat provinsi, kabupaten 
ataupun kotamadya, peran yang diambil adalah:

	✓ Pengelola pada kantor cabang yang kami temui dalam studi ini 
ada  dua macam, Untuk lembaga yang stafnya bukan relawan, 
melainkan staf, kantor cabang adalah pernjangan tangan 
operasional yang  menjadi sub-ordinat kantor nasional lembaga, 
seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, WVI, YEU. Untuk lembaga 
berbasis massa, lembaga di sub-nasional adalah bagian dari 
jejaring yang bersifat otonom dalam pengelolaan lembaganya. 
Contohnya adalah MDMC, LPBI NU, PGI dan KARINA.

	✓ Penggalangan dana: meski tidak semua responden memiliki 
kewenangan untuk menggalang dana di tingkat cabang, namun 
sebagian besar memiliki. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam 
sub-judul “Pendanaan”.

	✓ Melakukan kemitraan operasional: kemitraan di tingkat cabang 
bersifat operasional, yaitu untuk menjalankan aktivitas, meskipun 
ada juga kemitraan dalam hal pendanaan. Terkait “kemitraan” akan 
dibahas lebih lanjut di sub-judul yang sama.

	✓ Implementasi program: sebagian responden menjalankan 
implementasi di tingkat cabang, khususnya di kabupaten/
kotamadya. 

	✓ Peningkatan kapasitas kepada relawan dan masyarakat: hal ini 
akan dibahas lebih lanjut dalam sub-judul “Peningkatan Kapasitas”.

3. Lembaga Mitra: Lembaga seperti Wahana Visi Indonesia, misalnya, 
memiliki mitra yang menjalankan implementasi mereka. Sedangkan 
lembaga konfederasi seperti Karitas Indonesia/KARINA dan PRB-PGI, 
lembaga mitra mereka juga bertindak seperti kantor cabang yang 
membuat pengkategorian antara lembaga mitra dan kantor cabang 
menjadi rancu untuk keperluan studi ini. Sehingga, lembaga mitra yang 
dimaksudkan di sini adalah sepenuhnya lembaga yang berbeda, dan 
tidak merupakan bagian dari satu konfederasi. Berdasarkan kategori 
ini, lembaga mitra melakukan hal yang serupa dengan kantor cabang, 
kecuali dalam hal penggalangan dana.

4. Masyarakat: Peran strategis utama di masyarakat adalah 
memobilisir dan saling mengedukasi sesama anggota masyarakat 
untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Masih banyaknya 
ketidakpercayaan bahwa COVID-19 betul ada yang antara lain sebagai 
penyebab lemahnya penegakan protokol kesehatan (prokes) membuat 
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angka COVID-19 tidak semakin melandai di Indonesia.  Masyarakat juga 
turut berkontribusi dalam pendanaan, meskipun rata-rata dalam bentuk 
barang. Misalnya jemaat di GKJ Manahan di Solo menyumbangkan 
nasi bungkus dan sembako untuk dibagikan, sedangkan jemaat di 
masyarakat dampingan Yayasan Rebana Indonesia di Sulawesi Tengah 
memberikan persembahan hasil kebun mereka yang pertama untuk 
membantu mereka yang berkekurangan.

“Pelokalan itu yang seperti apa ya, Mbak,” pertanyaan pertama yang 
dilontarkan oleh Dian Aditya Mandana Putri selaku Kepala Badan 
Amal Zakat Nasional Tanggap Bencana (Basnaz Tanggap Bencana/
BTB) di awal wawancara. BTB adalah unit dari BAZNAS, sebuah badan 
resmi non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk 
menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah di tingkat 
nasional, melalui Keputusan Presiden RI No. 8/Tahun 2001.10  BTB 
menjadi satu-satunya anggota HFI yang adalah lembaha pemerintah.
Di awal COVID-19, rata-rata BASNAZ daerah bingung apa yang harus 
dilakukan. Mengacu pada berbagai kebijakan dan panduan yang 
diberikan oleh SATGAS COVID-19 Nasional (sebelumnya dikenal 
sebagai Gugus Tugas) dan Kementerian Kesehatan, BAZNAS di 
tingkat nasional mengeluarkan panduan dan aturan tentang apa 
yang bisa dilakukan oleh kantor BAZNAS daerah. Irham Syarhuddin, 
selaku Manajer Tanggap Darurat BASNAZ nasional, menyarankan 
pengaktivan Kampung Siaga Bencana yang dibentuk oleh BTB, yang 
biasanya ada di tingkat RT atau desa. Kampung-kampung yang terlibat 
dalam program BTB ini berada di wilayah rawan bencana yang sudah 
dilatih agar siaga menghadapi ancaman yang tipikal mereka hadapi. 
Menariknya, kemampuan relawan dalam Kampung Siaga Bencana ini 
tidak hanya bisa dijalankan di satu jenis ancaman. Contohnya ketika 
satu KSB sudah terlatih merespon ancaman banjir dan tsunami, mereka 
bisa mengaplikasikan ilmunya ke dalam bencana kekeringan yang 
melanda wilayah mereka. 
Hanya ketika pandemi ini terjadi mereka bingung apa yang harus 
mereka lakukan. Dengan “sentilan’ dari BAZNAS nasional berupa 
panduan pembentukan KSB Tanggap COVID, mereka mengaktifkan 
relawan-relawan KSB di wilayah masing-masing, bekerjasama dengan 
perangkat setempat untuk mengedukasi masyarakat, apa yang 
dilakukan ketika ada kasus probabel, menjalin koordinasi dengan 

10Informasi didapatkan dari situs resmi BAZNAS: http://covid19.baznas.go.id/ yang dilengkapi dengan wawancara 
dengan Ketua BAZNAS Indonesia, Ibu Dian Aditya MAndana Putri, Manajer Tanggap Darurat BTB, Bp. Irham 
Syarhuddin, serta Senior Officer BAZNAS DKI, Bp. Deni R.I. .
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Puskesmas dan sebagainya. Untuk kegiatan ini, KSB Tanggap COVID 
menggunakan dana mandiri dan dana desa untuk membiayai kegiatan 
mereka.
Dari kegiatan di masyarakat ini, BTB biasanya mendapatkan tambahan 
relawan. Mereka tidak melakukan perekrutan terbuka, namun 
mengandalkan “seleksi oleh proses”. Orang-orang yang sudah teruji 
dan menunjukkan loyalitas mereka sebagai relawan di beberapa 
kesempatan, ditawari untuk menjadi relawan BTB dan mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti pelatihan.
Menyadari keberagaman di Indoensia, BAZNAS nasional mengeluarkan 
pakem pemrograman yang bisa dengan leluasa diadaptasi oleh kantor-
kantor cabang. Bagi BAZNAS penting bahwa program disesuaikan 
dengan konteks lokal, agar lebih banyak manfaat bagi penerima 
ketimbang mudharatnya. Namun tantangannya adalah ketika kantor 
cabang tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan. Oleh karena 
itu, bagi BAZNAS pengembangan kapasitas agar wilayah-wilayah lebih 
mampu mengembangkan program dengan mendengarkan masyarakat 
yang dilayani.
Mungkin pelokalan untuk BTB dan anggota HFI lainnya masih menjadi 
hal yang sulit didefinisikan, namun mereka bisa memaknainya dengan 
merefleksikan apa yang mereka lakukan.

PENDANAAN

Pertanyaan kunci:

•	 Dari mana sumber pendanaan lembaga Anda?
•	 Apa kewenangan yang dimiliki di masing-masing tingkatan untuk 

penggunaan dana?

Sumber Pendanaan

Berdasarkan jenisnya, pendanaan yang diperoleh untuk upaya 
penangan COVID-19 diperoleh dari:

1.	 Masyarakat Umum & Filantropi
2.	 Kampanye Publik
3.	 Lembaga Usaha
4.	 Lembaga Donor
5.	 Pemerintah
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Secara umum, responden dari organisasi di tingkat nasional 
menyebutkan ada penurunan pendanaan baik dari masyarakat/
filantropi, lembaga usaha maupun donor, karena krisis global. Ada 
pengecualian untuk pemasukan dari beberapa lembaga usaha yang 
mengalami peningkatan penjualan selama pandemic.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait sumber pendanaan 
organisasi, kami melakukan survei untuk mendapat gambaran besaran 
pendanaan yang dikelola berdasarkan sumber serta jenis bantuan yang 
diterima.

Dari 15 lembaga responden, ada 12 lembaga yang mengisi survei 
tentang jumlah, jenis, dan sumber pendanaan yang mereka peroleh 
dan salurkan untuk respons pandemic COVID-19. Dari 12 lembaga 
tersebut hanya 11 lembaga yang memberikan ijin untuk membagikan 
Analisa sumber pendanaan lembaganya. Jadi data mengenai pendanan 
ini hanya berasal dari 11 lembaga anggota.

Total Pendanaan yang diterima oleh kesebelas lembaga ini adalah Rp 
1.068.644.908.969 (Satu trilyun, enam puluh delapan milyar, enam ratus 
empat puluh empat juta, Sembilan ratus delapan ribu semblian ratus 
enam puluh sembilan rupiah).

Jenis pendanaan hanya dibedakan dalam bentuk tunai dan barang. 
Namun ini tidak berarti bahwa donasi yang berbentuk jasa/sumber 
daya manusia tidak penting; hanya karena sebagian besar lembaga 
anggota HFI berbasis kerelawanan, maka akan butuh waktu lebih lama 
untuk melakukan pendataan.

Jenis Pendanaan

Diagram 2: Jenis Pendanaan
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Diagram 3: Sumber Pendanaan

Masing-masing lembaga tidak menyebutkan secara terinci dari mana 
dan berapa setiap donornya, mereka hanya diminta memberikan jumlah 
total per kategori sumber pendanaan.

Dana dari Masyarakat Umum & Filantropi

Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat umum atau filantropi 
adalah sumbangan pribadi atau individu yang tidak ada ketentuan 
khusus dalam penggunaannya. Sumbangan ini digalang dari individu 
melalui unit penggalangan dana yang ada di organisasi. Sumbangan 
individu ini umumnya berupa sumbangan umum, zakat, sodakoh, 
dan infaq yang diperoleh oleh organisasi berbasis Islam, atau dari 
dana kolekte dan aksi puasa pembangunan bagi organisasi berbasis 
Katholik, serta dana perpuluhan dan sumbangan jemaat bagi organisasi 
berbasis Kristen. Selain sumbangan berupa uang, organisasi juga 
mendapatkan bantuan non uang, seperti nasi bungkus, pakaian bekas 
layak pakai, paket sembako, serta sayur dan buah-buahan.

Penggalangan sumbangan dari masyarakat umum biasanya dikelola 
oleh kantor nasional, namun ada juga lembaga yang memberi 
kewenangan kepada kantor cabangnya di daerah untuk menggalang 
pendanaan sendiri. Organisasi yang memberikan kewenangan 
kantor cabangnya untuk penggalangan dana di tingkat provinsi atau 
kabupaten/kota, memberi keleluasaan pula dalam pengalokasian 
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dananya dengan tetap berkoordinasi dengan kantor nasional. Kantor 
nasional hanya memastikan penggalangan dana tersebut dijalankan 
sesuai dengan kode etik dan mekanisme organisasi. Pengelolaan dana 
tersebut juga dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan kantor 
nasional, dan beberapa organisasi juga memberikan pembekalan 
kepada kantor cabang terkait standar akuntabilitas pelaporan dan 
keuangan organisasi. Peruntukan dana yang digalang di tingkat lokal 
umumnya bersifat fleksibel berdasarkan kebutuhan yang muncul dari 
hasil kaji cepat di lapangan. Fleksibilitas peruntukannya di tingkat 
lokal juga terjadi terhadap dana masyarakat yang digalang oleh kantor 
pusat. Dengan fleksibilitas di tingkat lokal ini, memungkinkan untuk 
memunculkan dan mengakomodir inovasi atau ide kegiatan dari 
relawan dan masyarakat. 

LPBI NU yang sejatinya sudah memiliki komitmen bersama dengan 
DFAT – Australia melalui SIAP SIAGA – Palladium untuk program 
pengembangan kapasitas kebencanaan selama 5 tahun pada akhir 
tahun 2019 lalu, namun terkendala karena pandemi COVID-19 pada 
awal 2020. Kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia – 
dalam hal ini dengan BNPB, untuk implementasinya bergantung pada 
fokus agenda yang dilaksanakan oleh BNPB yang saat ini sedang 
berupaya untuk penanganan COVID-19. Dari hasil diskusi dengan 
lembaga donor, LPBI NU kemudian diminta untuk mengalihkan program 
tersebut ke respon COVID-19 yang dilaksanakan selama 9 bulan di 9 
kabupaten/kota (dari 3 provinsi). Program respon COVID ini difokuskan 
pada penguatan ketahanan masyarakat dan adaptasi kebiasaan 
baru dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RW melalui 
penyediaan fasilitas kesehatan, kampanye publik, dan bantuan non 
tunai.
Terkait fleksibilitas dalam realokasi pendanaan ini, ada ruang untuk 
improvisasi sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, selama tidak 
ada perubahan anggaran yang sudah disepakati. Untuk kelanjutan 
agenda pengembangan kapasitas kebencanaan di awal, akan 
didiskusikan kemudian dengan melihat situasi perkembangan 
penanganan COVID-19 yang tentunya juga sejalan dengan isu yang 
menjadi prioritas pemerintah pemerintah.

Penggalian pendanaan lembaga-lembaga berbasis Islam, berasal dari 
zakat sodaqoh dan infaq yang dgalang di daerah-daerah. Ada pula 
dana yang diperuntukkan untuk intensi (akad) tertentu. Ketika tujuan 
sudah tercapai sesuai akadnya dan masih ada sisa dana, maka dana 
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ini masuk ke dalam dana simpanan yang fleksibel penggunaannya. 
Dana yang harus diberikan kepada Muslim yang tidak mampu (dan 
tidak boleh diberikan kepada non-Muslim) adalah zakat fitrah yang 
disumbangkan setahun sekali di bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri. 
Pengaturan penggunaan dana di masing-masing lembaga Islam diatur 
dalam dewan keagamaan yang berbeda antara struktur lembaga Islam 
satu dengan lainnya.

Untuk Karitas Indonesia (KARINA), pendanaan tradisional didapatkan 
dari sumbangan jemaat melalui kolekte yang diberikan di misa 
mingguan, dan dalam Aksi Puasa Pembangunan (APP) yang 
dikumpulkan di bulan puasa di Masa Prapaska. Dana APP dikelola 
secara sentralistik oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan 
persentase diberikan kepada KARINA yang berubah-ubah jumlah 
persentasinya tergantung kebijakan KWI. Dana kolekte dikelola oleh 
masing-masing gereja. Setiap Karitas Keuskupan memiliki otonomi 
menggalang dana sendiri-sendiri, meskipun untuk respons COVID-19 ini 
KARINA juga memberi kesempatan bagi keuskupan untuk mengajukan 
dana kepada KARINA.

Organisasi yang mendapatkan pendanaan dari lembaga donor bisa 
melakukan realokasi pendanaan program yang sedang berjalan 
untuk disesuaikan dengan respon terhadap COVID-19 berdasarkan 
hasil kajian di lapangan; atau bahkan mendapatkan dana baru untuk 
penanganan COVID-19. Meskipun hampir semua lembaga menyatakan 
negosisasi ini mudah dilakukan, namun prosedur yang harus dipenuhi 
untuk perubahan alokasi anggaran dan jangka waktu perubahan terjadi 
dalam waktu pendek. Ada beberapa lembaga yang ketika bernegosiasi 
hanya mendapatkan persetujuan untuk memodifikasi kegiatan 
berdasarkan proposal awal yang disesuaikan dengan kebijakan atau 
protokol kesehatan yang berlaku. Hal tersebut tergantung dengan 
kebijakan dan fleksibilitas dari lembaga donornya. Sementara untuk 
pelaporannya mengikuti sistem yang berlaku di tiap-tiap donor dan 
dikoordinir oleh kantor nasional.
 
Pendanaan yang diperoleh dari sumbangan korporasi/lembaga usaha, 
umumnya kurang fleksibel. Mereka meminta organisasi pengelolanya 
untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh korporasi/lembaga 
usaha tersebut, seperti lokasi program–yang biasanya berdekatan 
dengan wilayah usaha mereka (baik produksi maupun pemasaran), 
jenis barang atau paket bantuan program. Demikian juga dengan 



24
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

mekanisme pelaporan dan akuntabilitasnya mengikuti format yang 
sudah disepakati dengan lembaga usaha. 

Krisis global yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 berdampak 
langsung pada mekanisme pedanaan agenda respon, termasuk di 
Indonesia. Kebutuhan yang masiv dan coverage area yang meluas 
membutuhkan sumberdaya yang juga besar. Human Initiative melalui 
unit penggalangan dananya, mencoba memenuhi kebutuhan itu 
dengan menggarap sumber pendanaan tradisional mereka. Sumber 
utama pendanaan mereka terbagi 2, yakni institusi dan individu. Lebih 
dari 60% sumber pendanaan mereka pada tahun 2020 ini diperoleh 
dari Institusi yang mencakup badan atau Lembaga-lembaga mitra 
internasional, komunitas dan jejaring di luar negeri, serta dari CSR 
Lembaga usaha di dalam negeri.
Sementara sumber pendanaan dari individu yang besarannya mencapai 
hampir 40% pada tahun 2020 ini, didapat dari jejaring nasional yang 
melakukan penggalangan di tingkat nasional dan sub-nasional, 
menjalin kerjasama dengan perusahaan retail untuk menggalang dana 
dari individu dan kerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan untuk 
mendapatkan donasi dari anggota mereka di dalam negeri. Sebagian 
dana individu juga berasal dari luar negeri yang digalang oleh jejaring 
internasional HI di mana cabang HI berada: Korea Selatan, Australia 
dan Inggris.

ALOKASI PENDANAAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS

Terkait dengan alokasi pendanaan untuk peningkatan kapasitas 
dalam respons COVID-19 baik di tingkatan staf, mitra, maupun 
relawan di lapangan, masih belum diperoleh informasi yang jelas. 
Umumnya, organisasi-organisasi tersebut menyebutkan bahwa mereka 
menggunakan anggaran rutin organisasi untuk peningkatan kapasitas. 
Nurul Hayat adalah satu-satunya lembaga yang diwawancarai yang 
menyatakan bahwa mereka mengalokasikan dana bagi staf untuk 
membeli buku dan sehari dalam seminggu untuk menyempatkan diri 
melakukan belajar mandiri. Namun karena kesibukan dalam respons 
COVID-19, mereka tidak memiliki waktu untuk belajar mandiri.
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KEMITRAAN

Pertanyaan Kunci:

•	 Dengan siapa kemitraan Lembaga Anda?
•	 Apakah ada ruang negosiasi?
•	 Sejauh mana masing-masing tingkatan pelokalan berperan di 

setiap tahapan manajemen program?
•	 Bila Anda bisa memberikan gambaran atas kemitraan Lembaga 

Anda, bagaimana sifat hubungan kemitraan itu: merawat(nurturing), 
memberdayakan(empowering) atau instruksional?

Organisasi-organisasi anggota forum HFI ini membangun kemitraan 
untuk pelaksanaan program di lapangan, dibedakan menurut jenis 
kemitraannya; yakni Kemitraan tradisonal atau lembaga afiliasi; 
Kemitraan dengan lembaga lokal yang terkait dengan penangan 
COVID-19 seperti Satgas COVID-19, Dinas terkait, LSM lokal, dan juga 
lembaga usaha; serta, kemitraan dengan komunitas jejaring.

Kemitraan Tradisional umumnya adalah kelembagaan agama di daerah 
yang sudah lama ada dan mulai mengambil peran dalam kerja-kerja 
humanitarian dengan membentuk divisi khusus (baru). Dalam respons 
bencana dan khususnya respons COVID-19 ini. Kemitraan tradisional ini 
memiliki andil besar. Sebagian besar organisasi anggota HFI melakukan 
implementasi program melalui kantor-kantor cabang di daerah, serta 
memobilisasi relawan hingga ke relawan-relawan mereka di masyarakat 
yang berbasis keagamaan.

MCCC dan NU Peduli memetik hasil investasi jangka panjang mereka 
dengan memobilisir kantor cabang dan relawan mereka yang tersebar 
luas, misalnya MCCC dengan jejaring Organisasi Muhamaddiyah yang 
ada di tingkat provinsi hingga komunitas – termasuk layanan kesehatan 
dan lembaga pendidikannya, NU Peduli melalui LPBI NU dengan badan 
otonom NU lainnya yang ada di daerah seperti Fatayat NU, Anshor, 
jaringan Gusdurian, dan lembaga yang berafiliasi dengan NU lainnya 
seperti Rumah Sakit, Sekolah, Masjid, hingga Pesantren. KARINA 
dengan jejaring Keuskupan dan gereja Katholiknya hingga paroki/
stasi, Sementara GMC dengan jejaring sinodenya. Kemitraan tradisional 
ini juga dilakukan dengan jejaring profesioanal berbasis keagamaan, 
seperti YEU dengan jaringan rumah sakit Bethesda.
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Muhammadiyah didirikan 18 November 1912, sebagai reaksi atas praktik 
kehidupan yang tidak jelas antara baik dan buruk, benar dan salah. 
Menyusul pendirian Muhammadiyah, Muhammad Darwisy atau yang 
lebih dikenal sebagai KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, 
mendirikan lembaga Pendidikan, lembaga wakaf, menerbitkan buku-
buku, surat kabar dan jurnal. 
Setelah dua tahun mengajukan ijin, pemerintah Hindia Belanda 
memberikan ijin bagi pergerakan Muhammadiyah pada tanggal 
22 Agustus 1914, namun hanya untuk wilayah Yogyakarta. Untuk 
mensiasati ini, KH Ahmad Dahlan meminta daerah-daerah lainnya 
membuka cabang Muhammadiyah dengan nama yang berbeda-beda. 
Seiring konteks dan peluang yang memungkinkan perkembangan 
Muhammadiyah lebih lanjut, di awal pendirian Muhammadiyah yang 
berfokus pada Pendidikan, pengajaran Islam (dakwah), dan layanan 
sosial (amal) serta badan usaha, Muhammadiyah berkembang dengan 
pesat dan menyentuh perikehidupan masyarakat lainnya sebagai upaya 
dakwah dan mengamalkan dakwah. Melalui kegiatan dakwah dan 
layanan sosialnya, Muhammadiyah menyentuh sampai ke akar rumput 
yang sampai sekarang menjadi basis massa Muhammadiyah dan lebih 
berkembang lagi seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi 
otonom.11

Dalam keorganisasian Muhammadiyah, ada berbagai divisi12 yang 
masing-masing berdiri secara mandiri dan memiliki kewenangan 
untuk mengambil keputusan sendiri meski masih di bawah satu 
kepemimpinan. Mereka adalah:
•	 Badan usaha, yang merupakan evolusi dari Serikat Dagang Islam, 

yang sudah berdiri sejak 1905,
•	 Amal usaha yang terdiri dari layanan Pendidikan, sosial dan 

kesehatan: Pendidikan yang terdiri dari sekolah agama dan 
pendidikan umum; Sekolah Pendidikan umum ada dari TK  
sampai universitas dengan kekuatan di bidang kedokteran 
dan keperawatan (akademi) yang mensuplai tenaga kerja di RS 
Muhammadiyah. Bidang Kesehatan dengan Pusat Kesehatan 
Umum (PKU) Rumah Sakit Muhammadiyah, apotik, dan layanan 
sejenis.

11Di dalam situs Muhammadiyah, Organisasi Otonom atau Ortom didefinisikan sebagai: “organisasi atau badan yang 
dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban 
untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-
bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.” Dapat diakses di: 
https://muhammadiyah.or.id/organisasi-otonom/
12Sarwono & Shofrotum (2013)
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•	 Layanan sosial sepert panti asuhan dan panti jompo, dan banyak 
lagi.

•	 Lembaga penyalur zakat: LAZISMU (Lembaga Amal Zakat, Infaq 
dan Sedekah Muhammadiyah),

•	 Organisasi Otonom, antara lain organisasi perempuan, 
kemahasiswaan, ikatan pelajar, kepramukaan.

Meskipun baru pada tahun 2006, Lembaga Penanggulangan Bencana 
berdiri, namun Muhammadiyah sudah merespons berbagai bencana 
sejak lama, termasuk bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2004. 
Entitas ad hoc tersebut kemudian diresmikan pada Muktamar ke-46 
dengan nama Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah 
(atau lebih sering dikenal dengan Namanya dalam Bahasa Inggris: 
Muhammadiyah Disaster Management Center/MDMC). 13MDMC 
terkenal dengan Program Kesiapan Rumah Sakitnya, bekerja sama 
dengan divisi kesehatan Muhammadiyah dan Fakultas kedokteran serta 
akademi keperawatannya, selain layanan Psikososial dan dapur umum.  
14Sejak 2017, MDMC menerima mandat sebagai koordinator sektor 
untuk bekerjasama dengan majelis lembaga lembaga lainnya 
seperti LAZISMU, PKU, layanan sosial dan divisi lain yang terkait di 
bawah bendera One Muhammadiyah, One Response. Pada respons 
COVID-19 ini MDMC bersama dengan divisi-divisi lainnya di dalam 
Muhammadiyah bergabung dalam Muhammadiyah COVID-19 Crisis 
Centre atau dikenal sebagai MCCC. Pola kerjasama yang dimiliki oleh 
MDMC dengan divisi-divisi lain dalam payung Muhammadiyah bersifat 
kemitraan karena masing-masing divisi sebetulnya adalah lembaga 
yang berdiri sendiri, memiliki struktur organisasi sendiri, dan memiliki 
kewenangan penuh untuk membuat keputusan sendiri.

Kemitraan Lembaga Pemerintah seperti dengan Satgas COVID 
dari tingkat nasional hingga di tingkat desa/kelurahan seperti yang 
dilakukan oleh hampir semua anggota HFI. Selain itu ada kemitraan 
dengan Kementerian/Badan di tingkat nasional dan dengan dinas 
terkait sepertu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD di tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti yang dilakukan YKMI di Lombok 
Barat, serta dengan Puskesmas di tingkat Kecamatan dan Desa/
Kelurahan seperti yang di lakukan oleh YEU di Lombok Barat. 

13Dikutip dari Direktori Lembaga Bencana dalam situs reliefweb: https://reliefweb.int/organization/mdmc
14Makhasi (2020)
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Kemitraan dengan lembaga usaha biasanya sesuai jenis intervensi yang 
mereka lakukan. Misalnya Habitat for Humanity (HfH) yang bekerja 
sama dengan dengan Rumah sakit dan jejaring hotel OYO untuk 
penyediaan fasilitas tempat singgah/istirahat tenaga kesehatan. Contoh 
lainnya adalah Human Initiative (HI) yang bekerjasama dengan salah 
satu lembaga retail untuk pengadaan bantuan dan pendistribusiannya, 
di mana HI juga mendapat donasi yang dikumpulkan oleh lembaga 
retail tersebut. 

Kemitraan dengan LSM/OMS di tingkat lokal ada yang sudah eksisting 
sebelum pandemi atau kemitraan baru untuk penangan COVID. Hal 
ini biasanya dilakukan oleh organisasi yang tidak memiliki jejaring 
organisasi atau cabang di daerah untuk menjadi pelaksana program. 
Dalam kemitraan dengan LSM/OMS lokal ini, dari 15 lemabga 
responden, 5 anggota HFI bermitra dengan LS M/OMS lokal. Salah satu 
alasan mereka melakukan kemitraan ini adalah karena mereka memiliki 
struktur organisasi yang ramping atau mereka tidak beroperasi dengan 
menggunakan struktur keagamaan yang ada.

Kemitraan dengan jejaring/komunitas yang tidak memiliki afiliasi 
ketat dengan organisasi namun memiliki kesamaan visi. Kemitraan 
seperti ini sudah ada yang terbangun sebelum pandemi COVID-19 dan 
kemudian menjadi lebih intens pada masa pandemi ini, seperti Dompet 
Duafa dengan komunitas “Ayo Bantu” yang berisikan relawan dengan 
berbagai latar belakang profesi dan tergerak untuk membantu sesama 
dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Namun 
ada juga kemitraan dengan jejaring/komunitas yang baru terbangun 
pada masa pandemi, seperti dengan komunitas ojek online untuk 
membantu proses pendistribusian bantuan di wilayah perkotaan. Dalam 
kemitraan ini tidak ada kesepakatan kerjasama tertulis dan alokasi 
dana khusus yang dikelolakan kepada jejaring/komunitas tersebut, 
kesepakatannya dilakukan secara verbal.

Kemitraan dengan lembaga lokal atau perekrutan staf/relawan lokal 
dilakukan karena mereka dianggap lebih paham konteks lokal, dengan 
tujuan meningkatkan kapasitas lokal selain karena keterbatasan 
kapasitas organisasi. Keputusan kemitraan ini biasanya adalah bagian 
dari kebijakan lembaga yang sudah ada di tingkat nasional, namun 
tidak menutup kemungkinan keputusan ini juga berdasarkan masukan 
dan inisiatif dari kantor lokal.  Kesetaraan dalam proses kemitraan 
juga nampak proses penyusunan program bersama dan evaluasi yang 
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partisipatif. Misalnya dalam saling evaluasi (360 derajat) yang dilakukan 
WVI dengan mitranya. 

Tak berapa lama sebelum COVID-19 mewabah, Wahana Visi Indonesia 
memodelkan kemitraan. Ide ini sudah ada cukup lama di WVI, namun 
baru dilaksanakan di jelang 2020. Tujuan dari program ini adalah untuk 
membangun kapasitas lokal dalam merespon bencana bahkan setelah 
WVI tidak lagi bekerja di wilayah tersebut. 15Di tahap piloting ini ada 
6 lembaga mitra yang diseleksi untuk menjadi mitra pelaksana WVI. 
Di awal program, WVI melakukan penilaian atas kapasitas mitra yang 
menjadi dasar penguatan, khususnya dalam pengelolaan program 
dan keuangan agar dapat memenuhi standar akuntabilitas WVI 
kepada donor dan kepada komunitas. Dalam perjalanan kemitraan 
WVI, khususnya di kantor area program16 , melakukan pendampingan 
kepada mitra. Di akhir program, lembaga mitra diminta memberikan 
penilaian atas kemitraan mereka dengan WVI. Penilaian difokuskan 
pada: kesetiaan pada tujuan dan sasaran yang bisa diukur, bahwa WVI 
memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar mitra secara efektif, 
dibangun di atas kepercayaan dan hubungan yang adil, saling manfaat 
dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Hasil dari penilaian 
ini membantu WVI memperbaiki pola kemitraannya. Langkah ini 
diapresiasi oleh mitra-mitra WVI yang diwawancarai: Caritas Keuskupan 
Maumere dan Yayasan Daur Mala. Pemodelan yang dilakukan WVI ini 
bisa menjadi contoh kemitraan yang memberdayakan yang terukur dan 
dua-arah: dari WVI ke mitra dan dari mitra ke WVI.

Kemitraan dengan masyarakat dilakukan, namun masyarakat tidak 
selalu mendapatkan kesempatan untuk ikut menentukan desain 
program. Di masyarakat ada kader (focal point) yang ditunjuk oleh 
lembaga berdasarkan kriteria tertentu dan disepakati oleh masyarakat. 
Kader ini yang menggali permasalahan di masyarakat untuk 
disampaikan ke kantor cabang sebagai masukan untuk desain dan 
strategi pelaksanaan program. Ada juga komunitas dampingan yang 

15Informasi yang tersedia di sini berasal dari wawancara dengan Suryadi, staf WVI khusus untuk Kemitraan (Partnering 
Specialist), dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang beliau sediakan: Lembar Cek Kinerja & Kesehatan 
Kemitraan, dan dokumen “Operating Model-Partnership”. Hal ini diverifikasi dengan salah satu mitra WVI di Ternate, 
Daur Mala. 
16Secara umum, program jangka Panjang WVI di sub-nasional, di bawah kantor area program. Program humanitarian 
hanya dilakukan bila terjadi kejadian bencana di wilayah tersebut dan WVI memiliki kriteria yang menentukan apakah 
mereka merespons tau tidak. Ketika projek respons selesai, kantor respons ditutup. Hanya untuk penanganan 
COVID-19 ini, kantor area program bekerja bersama divisi humanitarian karena dampak COVID-19 yang menimpa 
semua kantor area program.
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mendapatkan kucuran dana serta pelatihan manajemen keuangan 
untuk intervensi program yang dilaksanakan oleh komunitas tersebut. 
Namun masih perlu dipastikan akuntabilitas dari komunitas tersebut 
agar tidak menjadi sumber perpecahan di masyarakat di kemudian hari.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pertanyaan Kunci:

•	 Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan 
manajemen program?

•	 Apakah masyarakat memiliki Informasi cukup dan bisa bertanya 
tentang Informasi terkait respon?

•	 Apakah masyarakat dilibatkan untuk saling bantu dalam respon?
•	 Apakah masyarakat memiliki saluran yang efektif untuk 

menyampaikan umpan balik, termasuk yang terkait perilaku staf 
dan/atau relawan Lembaga?

Untuk anggota HFI yang berbasis massa, mereka sulit mendefinisikan 
pelibatan masyarakat, karena mereka adalah bagian dari masyarakat. 
Bagi mereka, keterlibatan mereka sudah termasuk pelibatan 
masyarakat. Mereka menjadi motor di masyarakat sekaligus bagian dari 
lembaga yang memberikan bantuan.

Namun di awal, baik lembaga berbasis massa maupun lembaga yang 
bukan, keikutsertaan masyarakat maupun relawan dalam desain 
program respons COVID-19 ini sangat terbatas. Ini karena pembatasan 
interaksi sehingga kaji cepat dan konsultasi dengan masyarakat sulit 
dilakukan ditambah masih adanya kebingungan di cabang dan pada 
relawan tentang apa yang harus dilakukan untuk pencegahan dan 
pengananan COVID-19. 

Di awal, masyarakat hanya mendapatkan edukasi terkait pencegahan 
COVID-19 yang satu arah. Dalam penyampaian informasi program 
ke masyarakat, umumnya mengandalkan mitra, staf lapangan, atau 
relawan untuk disampaikan kepada perwakilan masyarakat dan 
perangkat desa. Untuk wilayah yang memiliki jaringan sinyal seluler/
internet yang bagus, perangkat desa bisa difasilitasi pertemuan virtual 
melalui zoom. Sama halnya dengan sosialisasi informasi COVID-19 
ke masyarakat, penjangkauan dengan mobil keliling telah dilakukan. 
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Namun masih tetap dibutuhkan penyampaian secara tatap muka 
terhadap warga yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Partisipasi masyarakat dan kantor cabang beranjak meningkat ketika 
mereka semakin paham tentang dampak COVID-19 dan siapa yang 
terdampak. Misalnya ide untuk membantu sektor yang terimbas 
COVID-19: pekerja transportasi publik seperti pengemudi dan 
kondektur bis kota, pengemudi becak dan ojek online. Meski kerap 
penyusunan program dilakukan di tingkat nasional (kantor pusat) 
supaya desain dilakukan dengan cepat, dalam pelaksanaannya masih 
dimungkinkan ada modifikasi atau perbaikan berdasarkan masukan dari 
staf di tingkat lokal. Fleksibilitas modifikasi ini tergantung pada sumber 
pendanaan program tersebut. Perubahan sangat mungkin dilakukan 
jika tidak ada konsekuensi perubahan anggaran atau jika sumber 
pendanaannya bersifat flesibel (silakan baca sub-judul “Pendanaan”). 

Karena keterbatasan mobilitas untuk melakukan pertemuan dan 
memverifikasi secara langsung, lembaga yang tidak memiliki relawan/
kader di komunitas, mempercayakannya pemilihan penerima bantuan 
pada perangkat pemerintah di tingkat desa/kelurahan setempat. Target 
masyarakat yang dijadikan sasaran program respons COVID-19 ini tidak 
hanya kepada kelompok masyarakat dampingan dari program-program 
sebelumnya atau yang sedang berjalan, tapi juga kelompok masyarakat 
baru – dan biasanya hanya dilakukan satu kali distribusi bantuan.

Lembaga-lembaga anggota HFI masih berusaha menjalankan 
mekanisme umpan balik dengan segala keterbatasan yang ada selama 
respons COVID-19 ini. Media yang digunakan hampir sama dengan 
ketika sebelum pandemi: Hotline/telepon, SMS, langsung dengan staf/
relawan (tatap muka), email, kotak saran. Media yang paling disukai 
oleh masyarakat selama respons COVID-19 adalah telepon dan  tatap 
muka, supaya bisa menjelaskan langsung masalahnya, lalu disusul oleh 
WA dan SMS.

Tantangan dalam pelaksanaan mekanisme umpan balik sebelum 
dan selama respons COVID-19 masih sama: masyarakat masih belum 
terbiasa untuk memberikan umpan balik. Untuk masa pandemi ini, 
tantangan terbesar adalah untuk wilayah tanpa sinyal dan di mana ada 
pembatasan pergerakan, karena dua moda yang paling disukai adalah 
penyampaian langsung (tatap muka) dan melalui telepon. Karena itu 
juga, lembaga tidak bisa mengabarkan kepada pelapor, perkembangan 
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penanganan pengaduan mereka. Selama masa COVID-19 ini, masukan 
yang paling banyak diterima adalah Informasi kebutuhan masyarakat 
yang digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program.

Salah satu bagian dari Sinode PGI yang turut merespons COVID-19 
adalah Gereja Kristen Jawa Manahan di Solo. Sejak Indonesia 
menyatakan kasus pertama pada tanggal 13 Maret 2020, GKJ Manahan 
menyatakan tidak bisa beribadah secara langsung pada tanggal 22 
Maret 2020. Gereja yang terletak bersebelahan dengan sekolah 
yang cukup besar yang juga menghentikan kegiatan belajar tatap 
muka berdampak bagi para pengusaha sektor informal yang roda 
ekonominya terganggu dengan situasi pandemi ini. Pendeta Retno 
Ratih sebagai gembala di sana berbicara dengan para pedagang 
makanan kecil dan tukang becak yang biasa mangkal di sekolah. 
Dari pembicaraan dengan mereka, GKJ Manahan membuat program 
“Makan Siang untuk Sahabat”, yaitu pembagian nasi bungkus. Ketika 
bulan Ramadhan, program ini digeser ke malam hari menjadi “Makan 
Malam untuk Sahabat”. Seminggu 3 kali, Pendeta Retno membuat 
refleksi diri dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahannya 
menggugah anggota jemaat lainnya, bahkan sampai ke jemaat di luar 
kota. Mereka menyumbang dalam bentuk tunai. Program ini diakhiri 
menjelang Idul Fitri, karena dirasa tidak lagi diperlukan. Sudah banyak 
kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian melakukan inisiatif 
serupa. Bila dihitung dari awal sampai akhir, sudah sekitar 27.000 nasi 
bungkus dibagikan. Bila untuk membuat sebungkus nasi diperkirakan 
membutuhkan biaya Rp 5.000,- maka untuk 27.000 bungkus nasi 
tersebut, sudah dikeluarkan kontribusi sebesar Rp 135.000.000,- 
Selama membuat nasi bungkus, Pendeta Retno hanya mengumumkan 
via WAG, dan biasanya setiap hari selalu ada yang membantu, bahkan 
sampai 40 relawan yang berkumpul untuk memasak, membungkus 
dan membagikan. Sebelum pembagian, semua anggota yang bertugas 
mendapatkan pembagian wilayah, dan diatur agar pembagian tidak 
menimbulkan kemacetan maupun kerumunan. Karena mereka selalu 
melewati tempat yang sama di jam yang sama, orang-orang yang 
membutuhkan nasi bungkus ini sudah siap di tempat biasanya dan 
tidak berebut. Mereka sudah yakin bahwa mereka akan mendapatkan 
pembagian.
Setelah program nasi bungkus, berdasarkan masukan dari bincang-
bincang dengan jemaat, tim kecil dan warga setempat, GKJ Manahan 
membuat program pembagian sembako. Warga yang terpanggil 
untuk menyumbang dipersilakan untuk menyumbang bahan makanan 
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yang baik untuk dikonsumsi. Ada jemaat yang datang dengan beras 
beberapa kilo sampain berkarung-karung. Ada yang menyumbang 
sarden. Semua diterima. Oleh karena itu paket bantuan sembako 
dari GKJ Manahan tidak seragam, tergantung pada apa yang 
disumbangkan. Relawan gereja mengidentifikasi kelompok penerima 
bantuan. Bantuan sembako selain diberikan ke panti-panti juga 
dibagikan di halaman gereja.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mereka yang sudah 
memberikan donasi dan kepada seluruh jemaat, semua pelaporan 
masuk-keluarnya sumbangan baik dalam bentuk tunai dan barang 
dipublikasikan di dalam e-warta.
Menurut Pendeta Retno, selain mengedukasi masyarakat untuk terus 
melaksanakan 3M, gereja juga harus terus menyerukan harapan. Jadi 
penting untuk mengumumkan tidak hanya mereka yang sakit, namun 
juga mereka yang telah berhasil sembuh, karena Tuhan menugaskan 
kita untuk mempromosikan dan merawat kehidupan.17

PENINGKATAN KAPASITAS

Pertanyaan kunci:

•	 Apakah kapasitas yang dimiliki di masing-masing tingkatan sesuai 
dengan mandatnya?

•	 Apakah ada peningkatan kapasitas secara berkala di masing-
masing tingkatan? Dilakukan oleh siapa dan bagaimana 
kontribusinya terhadap capaian respon?

Rata-rata responden menyatakan bahwa peningkatan kapasitas 
yang paling dibutuhkan adalah membuat masyarakat paham tentang 
COVID-19 serta pencegahannya. Seperti kita ketahui, bahwa pandemi 
COVID-19 merupakan hal baru bagi semua organisasi, baik di tingkat 
nasional maupun global. Sifat dan perkembangan, serta karakter dari 
virus dan transmisinya masih terus berubah-ubah. 

Di dalam lembaga sendiri ada upaya untuk mencegah penyebaran 
virus tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan dan panduan 
keamanan bagi staf yang dikeluarkan oleh lembaga masing-masing 
dan juga HFI. Protokol keamanan dan keselamatan yang diterapkan 

17Ilustrasi ini berdasarkan wawancara dengan Pendeta Retno Ratih dari Gereja Kristen Jawa Manahan, pada tanggal 
24 Oktober 2020.
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ada yang memang dibuat sendiri oleh lembaga, mengadopsi protokol-
protokol yang ada baik dari pemerintah maupun lembaga lain, atau 
dari protokol lembaga afiliasi globalnya. Strategi yang di gunakan oleh 
organisasi dalam peningkatan kapasitas adalah melalui pertemuan 
tatap muka dan pendampingan yang intensif, atau melalui aplikasi 
daring. Ada juga lembaga yang memiliki divisi/bidang kesehatan yang 
bisa membantu memberikan edukasi di internal mereka.

Terkait dengan kapasitas pengelolaan program, karena pemberlakuan 
pembatasan mobilitas di banyak wilayah di Indonesia, hal ini ikut 
membatasi perjalanan staf nasional ke cabang dan staf cabang ke 
masyarakat. Sehingga pengelola kantor cabang ‘dipaksa’ melakukan 
pengelolaan program dengan pendampingan jarak jauh. Ini menjadi 
kesempatan untuk menguji kapasitas staf di daerah, dengan 
pelimpahan kewenangan yang diberlakukan. Minimnya supervisi 
langsung dari kantor pusat ke kantor cabang di daerah, atau kepada 
mitra lokal, di saat bersamaan membuka ruang bagi staf dan relawan 
baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga di tingkat 
komunitas untuk melakukan improvisasi dan membangun kapasitas 
mereka sendiri, terutama terkait dengan pengelolaan program dan 
melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Karitas Indonesia, atau yang biasa dikenal sebagai KARINA adalah 
bagian dari Konfederasi dari Karitas Nasional di 127 negara, yang 
memiliki secretariat global yaitu Caritas Internasionalis. Di masing-
masing negara, Karitas nasional beranggotakan Karitas Keuskupan. 
Di Indonesia, ada 37 Caritas Keuskupan yang berarti ada di seluruh 
keuskupan di Indonesia. Keanggotaan ini tidak diwajibkan bagi semua 
keuskupan. Keuskupan yang bersedia membuat lembaga Caritas untuk 
tugas humanitarian, bisa menjadi anggota. Oleh karena itu, tidak semua 
keuskupan bergabung pada saat yang sama, dan ada keuskupan yang 
baru bergabung yang masih belajar pengelolaan program humanitarian.
Dalam hal peningkatan kapasitas, pada awalnya Caritas Italiana 
mendampingi 5-6 keuskupan selama 2 tahun, lalu bergeser ke 
keuskupan-keuskupan lainnya. Selanjutnya, KARINA memfasilitasi 
Caritas Keuskupan yang sudah kuat sesuai dengan standar yang 
dikeluarkan Caritas Internasionalis (Caritas Internasionalis Minimum 
Standards) untuk mendampingi Caritas Keuskupan yang baru 
bergabung dan masih membutuhkan pendampingan yang terfokus. 
Misalnya Keuskupan Medan yang sangat kuat dalam hal inklusivitas, 
mendampingi Keuskupan Bandung. Keuskupan Agung Semarang 
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mendampingi Keuskupan Bogor dalam hal pengembangan organisasi 
dan sumber daya manusia.
Dalam respons COVID-19 ini, karena keterbatasan dalam melakukan 
perjalanan, sehingga pendampingan hanya bisa dilakukan jarak jauh, 
keuskupan-keuskupan yang sudah mendapatkan pendampingan 
menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan program 
respons mereka.

Sementara pendampingan terhadap mitra lokal untuk pengelolaan 
proyek secara intensif sebelum COVID-19 juga membuahkan hasil, 
yakni dengan kelangsungan pelaksanaan program di lapangan. Untuk 
mengimbangi ketimpangan kapasitas di daerah, organisasi juga 
menerapkan model pendampingan secara berpasangan, yakni staf atau 
mitra yang lebih kuat kapasitasnya mendampingi yang lemah. Namun, 
salah satu kelemahan kapasitas dalam pengelolaan program COVID-19 
di daerah ini adalah belum tersusunnya mekanisme monitoring dan 
evaluasi yang efektif  baik yang dilakukan oleh staf maupun mitra di 
tingkat lokal, di samping masih perlunya peningkatan kapasitas terkait 
praktik-praktik pendampingan  yang inklusif.

Peluang peningkatan kapasitas yang ditemui dalam studi  ini adalah; 
forum virtual ternyata memberi kesempatan luas untuk saling berbagi 
pengetahuan dan belajar tentang tekhnologi baru, serta bisa mengikuti 
pemaparan dan bertukar pikiran dengan banyak pihak yang memiliki 
kompetensi dibidangnya melalui diskusi daring – yang pada situasi 
normal sangat sulit untuk dilakukan. Ada organisasi yang memang 
memiliki anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas stafnya, 
misalnya untuk belanja buku dan membuat pertemuan rutin untuk 
bedah buku. Namun karena intensitas respon terhadap COVID-19 ini, 
malah jadi sulit dilakukan saat ini.

Peningkatan kapasitas juga berjalan dua arah. Rebana, misalnya, 
menyatakan mereka juga belajar dari masyarakat yang mereka 
dampingi.

Rebana Indonesia, dalam menjalankan programnya di daerah bertumpu 
pada pemanfaatan dan pengembangan kapasitas di tingkat lokal. 
Untuk respon bencana di Sulawesi tengah pada akhir 2018, mereka 
memanfaatkan warga setempat untuk menjadi fasilitator desa. Langkah 
ini diambil untuk menjembatani komunikasi dan kebutuhan warga 
terdampak di area dampingan. 
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Saat pandemi, dengan adanya pembatasan perjalanan staf dari kantor 
nasional, membuka kesempatan bagi salah satu fasilitator desa untuk 
mengisi posisi staf di kantor Palu. Hal ini yang terjadi pada Jemmy 
G. Sahoa, yang sebelumnya menjadi fasilitator di Desa Walandano – 
Donggala untuk menjadi staf logistik di kantor Rebana Cabang Palu. 
Sebagai staf baru, Jemmy mendapat pembekalan untuk tugas dan 
fungsi barunya sebagai staf logistik. Ini menjadi pengalaman berharga 
bagi Jemmy, serta berkesempatan untuk belajar tentang pengelolaan 
program dari staf lainnya.

Organisasi anggota HFI memiliki kapasitas dan lokus isu prioritas yang 
ditangani secara berbeda-beda. Hal ini bisa menjadi peluang baik bagi 
para anggota untuk saling bertukar pengetahuan dan pembelajaran 
satu sama lain. Sehingga ada upaya untuk menyeimbangkan kapasitas 
di antara anggota, karena ada juga organisasi yang belum terlalu lama 
terjun ke isu humanitarian.

Dompet Duafa sebagai salah satu Lembaga yang bergerak di awal 
penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan melakukan melakukan 
penyemprotan desinfektan dan penyediaan fasilitas disinfectant 
chamber di area publik. Kemudian diminta oleh Lembaga anggota HFI 
lainnya, yakni PGI – melalui personel yang memang sering bertemu di 
lapangan saat respons, untuk melatih relawan Gereja Melawan COVID 
dalam pembuatan cairan desinfektan dan metode penyemprotan yang 
aman.
Upaya ini dilakukan sebagai inisiatif untuk menularkan pengetahuan 
dan membangun kerja-kerja kolaboratif bagi sesama anggota HFI 
dalam penanganan COVID-19. Bagi relawan GMC-PGI sendiri, kegiatan 
ini selain meningkatkan kapasitas mereka, juga mengenalkan mereka 
pada kerja-kerja respon secara umum dan membangun jejaring baru di 
antara relawan.

KOORDINASI

Pertanyaan Kunci:

•	 Apakah mekanisme koordinasi yang diikuti Lembaga diberbagai 
tingkatan, dansejauh mana lembaga tersebut terlibat dan mewarnai 
dinamika dalam berkoordinasi?
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Paradoks yang timbul akibat pandemic COVID-19 ini adalah 
keterhubungan yang meluas di tengah keterbatasan bepergian. 
Batas dari keterhubungan ini tentunya adalah kendala konektivitas 
jaringan telekomunikasi dan internet. Sebagai contoh: dalam respons 
bencana sebelumnya, misalnya dalam respons multi-ancaman 
Sulawesi Tengah, seseorang harus secara fisik berada di Palu untuk 
menghadiri rapat koordinasi di tingkat provinsi, dan pergi ke ibukota 
kabupaten untuk rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Dalam 
respons COVID, seseorang bisa mengikuti pertemuan di mana pun 
diadakan, selama ada koneksi internet yang cukup bagus, sehingga 
kendala berkoordinasi relatif terjembatani oleh teknologi. Meski ini 
semakin memarjinalkan wilayah-wilayah yang tidak memiliki jaringan 
telekomunikasi dan internet yang bagus.

Rogers, Whetten & Associate (1982) mensintesiskan sejumlah besar 
penelatian dan perspektif yang terfokus pada pendekatan alternatif 
untuk koordinasi antara organisasi. Mereka mendefinisikan “koordinasi” 
sebagai mekanisme legitimasi yang digunakan oleh orang-orang 
yang terlibat untuk membagi wilayah dan saling bekerja untuk 
mencegah munculnya kompetisi, dan untuk meredam inovasi yang 
mahal. Sementara terkait dengan koordinasi dalam konteks bencana, 
Gillespie (1991) menyatakan bahwa, “…koordinasi adalah kerjasama 
unit-unit independen untuk tujuan menghilangkan fragmentasi, 
kesenjangan dalam pemberian layanan, dan duplikasi pelayanan yang 
tidak perlu.” Definisi ini dianggap yang paling relevan dengan sistem 
pelayanan manusia dan respon bencana pada khususnya. Meskipun 
mencerminkan perspektif manajerial, baik dalam tujuan dan hasil 
yang diinginkan, definisi ini mendorong manajemen darurat ke dalam 
kerangka, orientasi, dan visi yang mencerminkan keragaman dan ruang 
lingkup sistem sosial dalam menyusun respon bencana.18

Koordinasi Internal

Koordinasi internal yang dimaksudkan adalah koordinasi di dalam 
lembaga anggota HFI. Karena pertemuan-pertemuan koordinasi di 
dalam lembaga dilakukan secara daring, maka staf dengan mudah 
mengikuti tanpa harus melakukan bepergian dan secara fisik hadir. Ini 
menghemat waktu dan biaya. Biaya yang diperlukan hanyalah kuota 

18Chapter 13. “Community Processes: Coordination” oleh Thomas E. Drabek, dalam “Handbooks of Sociology and 
Social Research: Handbook of Disaster Research”, editor Havidan Rodriguez, Enrico L. Quarantelli, dan Russel R. 
Dynes, Springer 2007, hal 218 – 219.
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internet dan tentunya diperlukan jaringan internet yang baik. Karena itu, 
kordinasi internal menjadi lebih sering dan lebih banyak dihadiri oleh 
staf. 

Tidak hanya rapat koordinasi, ibadah mingguan yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga berbasis agama Kristen, yang biasa disebut “Saat 
Teduh”, dilakukan secara virtual pula. Saat Teduh menjadi kesempatan 
untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, berita tentang COVID-19 
yang terkini, juga informasi mengenai program. Namun porsi untuk 
berita-berita ini tidak lama, hanya Informasi sekilas. Untuk Informasi 
yang lebih mendalam dan menyeluruh tetap dilakukan dalam 
pertemuan koordinasi rutin.

Selain melalui pertemuan daring, koordinasi secara internal juga 
dilakukan melalui Grup WhatsApp (WAG). Di dalam WAG dibicaakan 
isu-isu yang sekaligus bisa mendapatkan masukan/solusi dengan 
cepat karena isu yag muncul bisa langsung didiskusikan dan dicarikan 
solusinya secara bersama. Staf nasional biasanya ikut bergabung dalam 
WAG kantor cabang di mana “kehadiran” mereka dibutuhkan untuk 
memberi saran dan keputusan.

Secara sistem komando, ada anggota-anggota HFI yang sudah memiliki 
sistem komando sendiri. Misalnya NU Peduli dan Dompet Dhuafa. 
Ini memudahkan bagi lembaga tersebut, ketika ada kejadian di satu 
wilayah, untuk menggerakkan jejaring cabang yang terkait. Misalnya 
ketika ada kasus positif di salah satu pondok pesantren, ada jalur 
pelaporan ke Satgas COVID-19 di wilayah tersebut. Satgas COVID-19 
yang bersangkutan akan mengkoordinir upaya respons yang bersifat 
multi-sektor: mulai dari penyediaan karantina, sarana pengetesan, 
penyediaan dapur umum, yang dibantu berbagai pihak.

Koordinasi Eksternal

Yang dimaksud dengan koordinasi eksternal adalah koordinasi dengan 
pihak luar, namun bukan anggota HFI, karena koordinasi dengan 
sesama anggota HFI akan dibahas secara terpisah di sub-judul setelah 
ini. Koordinasi eksternal yang muncul dalam wawancara dengan 
informan kunci adalah koordinasi dengan Satgas COVID-19 (dulu 
Gugus Tugas) di wilayah masing-masing, koordinasi dengan organisasi 
masyarakat sipil lainnya, dan koordinasi dalam mekanisme klaster.
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Rata-rata responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki 
koordinasi yang bermakna dengan SATGAS COVID-19 di wilayah 
masing-masing, baik di tingkat nasional, sampai dengan di provinsi 
dan kabupaten/kota. Meskipun diakui bahwa koordinasi di tataran 
administratif yang lebih bawah, lebih mudah dibandingkan dengan di 
atasnya. Untuk anggota-anggota yang terlibat dalam koordinasi dengan 
SATAGAS COVID-19, seringkali koordinasi berarti saling memberikan 
Informasi apa yang mereka lakukan, namun tidak secara lebih jauh 
informasi yang dikumpulkan dianalisa dan diarahkan/difasilitasi untuk 
menjadi rekomendasi kegiatan atau tindak lanjut.

Lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini tidak 
melulu karena mereka enggan melakukan koordinasi, namun memang 
kemampuan untuk melakukan koordinasi masih lemah. Ada banyak 
faktor yang bisa mempengaruhi kapasitas dalam melakukan koordinasi 
ini, dan antara lain adalah kurangnya pengalaman sebelumnya dalam 
melakukan koordinasi di saat kejadian bencana. Tidak semua wilayah 
pernah mengalami bencana. Bila pernah sekalipun, orang yang 
ditugaskan untuk mengkoordinir bisa jadi berbeda.

Untuk mengatasi lemahnya koordinasi, sementara di sisi lain masih 
ada kebutuhan untuk mendapatkan solusi atau berkolaborasi dengan 
kedinasan tertentu, responden langsung menghubungi dinas yang 
terkait dan melakukan pendekatan untuk bisa berkolaborasi atau 
mendapatkan solusi. Hal ini lebih sulit dilakukan di tingkat nasional.

Untuk penanganan bila ada kasus positif di pondok pesantren, 
diperlukan koordinasi lintas sektor dengan kolaborasi tidak hanya dari 
satu kedinasan, namun berbagai kedinasan dan juga kepolisian. Dalam 
kondisi koordinasi dengan SATGAS COVID-19 yang lemah, Satgas 
internal kelembagaan bisa membantu memobilisir kolaborasi dengan 
berbagai kedinasan, dengan catatan bahwa Satgas lembaga tersebut 
memiliki jejaring yang cukup kuat di wilayahnya.

Di tingkat nasional ada koordinasi klaster, sub-klaster dan kelompok 
kerja khususnya untuk klaster perlindungan dan pengungsian (KLasnas 
PP) dan klaster Pendidikan. Di dalam klasnas PP ada 8 sub-klaster dan 
2 kelompok kerja (Pokja)19. Di awal pandemi pertemuan diadakan setiap 

19Klasnas PP dikoordinir di bawah Kementerian Sosial dan melibatkan lembaga-lembaga kemanusiaan, LSM nasionak 
dan internasional serta lembaga PBB.
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minggu untuk setiap klaster, sub-klaster dan pokja. Dengan jumlah 
staf yang terbatas dan kebutuhan untuk tetap menjalankan aktivitas 
implementasi, sulit untuk mengikuti semua rapat koordinasi klaster. 
Oleh karena itu, ada beberapa responden yang mengusulkan agar 
anggota-anggota HFI bisa mengikuti rapat koordinasi yang berbeda, 
dan kemudian membagikan Informasi yang mereka dapat dalam rapat 
koordinasi HFI.

Koordinasi Antar Anggota HFI

Dalam Rencana Respons Bersama HFI, beberapa kali ditekankan 
bahwa anggota HFI dihimbau untuk berkolaborasi di tingkat nasional 
maupun di jejaring-jejaring cabangnya. Hal ini diulang kembali dalam 
Surat Himbauan yang dikeluarkan oleh Sekretariat HFI pada bulan April 
2020, yang menghimbau anggota HFI untuk:

1.	 Mendorong anggota HFI dan jejaring cabangnya terlibat dalam 
dalam Gugus Tugas (terminologi yang digunakan sebelum Satgas) 
COVID-19 di wilayah masing-masing;

2.	 Mendorong kerjasama antar anggota HFI dan jejaring cabangnya di 
wilayah masing-masing;

3.	 Tetap menjalankan protokol kesehatan;
4.	 Mengumpulkan dan mendokumentasikan praktik baik yang ada di 

masyarakat dalam penanganan COVID-19.

Namun, meski koordinasi antar anggota HFI sudah berjalan pada 
respons bencana lama, koordinasi ini belum terjadi dalam Respons 
Bersama COVID-19. Di salah satu draf Rencana Bersama Respons 
COVID-19 HFI, disebutkan tentang pembentukan HFI-Hub di wilayah-
wilayah di mana anggota HFI merespons. Tidak disebutkan apakah 
HFI-Hub akan diadakan di tingkat provinsi atau kabupaten/kotamadya. 
Namun di versi final dokumen Rencana Respons Bersama, ide HFI-Hub 
tidak lagi muncul.

Dalam wawancara dengan responden, hampir semua mengharapkan 
adanya koordinasi dan kolaborasi lebih erat antar anggota HFI di 
masing-masing wilayah, meski mereka tidak disepakati di tingkatan 
lokalitas yang mana. Mereka juga menyampaikan harapan bahwa HFI 
bisa memantik inisiatif koordinasi antar anggota HFI di sub-nasional 
dengan membagikan kontak masing-masing anggota per wilayah, 
atau bahkan lebih baik, bila Sekretariat HFI bisa memulai pertemuan 
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koordinasi pertama untuk kemudian dilanjutkan oleh anggota HFI yang 
bersedia menjadi koordinator di wilayah tersebut.

Secara informal, beberapa anggota HFI sudah saling terhubung dan 
berkolaborasi, namun inistiatif ini masih sedikit dan belum terstruktur. 
Misalnya kolaborasi yang dilakukan oleh sinode-sinode PGI dengan 
kantor cabang DD dalam hal pengadaan layan penyemprotan 
disinfektan, bahkan sampai ke pelatihan untuk pembuatan disinfektan 
serta penyemprotannya kepada relawan-relawati GMC-19. Contoh 
lainnya adalah ADRA yang bermitra dengan DD untuk penyemprotan 
dan pembuatan disinfektan.

Untuk respon COVID-19 di NTB, YKMI membangun strategi 
implementasinya dengan mendukung agenda pemerintah daerah 
– dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan dan Pendidikan di tingkat 
Provinsi dan Kabupaten Kota. Pada awalnya YKMI bekerja sama dengan 
Dinas Kesehatan, namun karena mereka mendapatkan pendanaan 
dari UNICEF, mereka diminta membantu sekolah dan anak-anak. Ada 
4 agenda utama yang dilakukan, yakni: logistik untuk pemasangan 
fasilitas CTPS portabel, penyemprotan desinfektan, dan distribusi alat 
kebersihan pribadi, peningkatan kapasitas, terkait pengelolaan limbah 
dan sanitasi, PHBS di sekolah, dan kontrol penanganan COVID-19, 
koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk dengan Dinas 
Pendidikan untuk penanganan COVID-19 di sekolah dan siswa, serta 
kampanye melalui SMS dan media KIE. 
Untuk dukungan kepada Dinas Kesehatan, YKMI meendukung program 
pemerintah dengan melakukan penjangkauan respons COVID-19 
sampai ke masyarakat. Di tingkat komunitas, program ini dijalankan 
dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan melibatkan 
puskesmas, kader-kader kesehatan, guru sekolah, guru ngaji dan da’i.

KEBIJAKAN & ADVOKASI

Pertanyaan Kunci:

•	 Kebijakan apakah yang ada dan diperlukan agar pelokalan dan 
respons COVID-19 bisa terjadi lebih efektif?

	
Dari hasil wawancara dan kajian kebijakan terkait COVID-19 dalam Studi 
Pelokalan ini, ditemui dua macam kebijakan yang relevan: kebijakan 
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terkait pelokalan dalam respons COVID-19 ini sendiri dan kebijakan 
terkait COVID-19 yang secara langsung maupun tidak langsung 
mendorong terjadinya pelokalan. Kebijakan yang dilihat tidak hanyak 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun juga kebijakan 
yang dimiliki oleh masing-masing lembaga anggota.

Kebijakan yang Mendukung Pelokalan

Meskipun pemerintah tidak secara langsung mengeluarkan 
pembatasan respons COVID-19 oleh lembaga internasional seperti 
yang dilakukan pada saat respons multi-bencana di Sulawesi Tengah, 
pandemi COVID-19 sendiri telah membatasi pergerakan antar wilayah, 
apalagi lintas negara. 

Pada tanggal 20 Maret 2020 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 
Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ yang mendorong Gugus Tugas 
Nasional melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja 
di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan 
upaya penanganan sampai di level terbawah. Hal ini adalah peluang 
bagi singergitas para-pihak di tingkatan nasional sampai ke desa/
kelurahan. Pada bulan Oktober 2020 dikeluarkannya Buku Panduan 
Kemitraan dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Adaptasi Kebiasaan 
Baru oleh Kementerian Kesehatan memberikan arahan untuk kerjasama 
multi pihak, namun tidak secara eksplisit menyatakan siapa yang harus 
memulai inisiatif itu. Kedua kebijakan ini bila dijalankan secara efektif 
akan dapat mendukung komplementaritas antar pelaku di masing-
masing tingkatan lokalitas. Sayangnya, tidak ada bimbingan teknis 
dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan komplementaritas 
multi-pihak terjadi dengan baik, sebagaimana yang disampaikan dalam 
wawancara.

Secara tidak tertulis, lembaga-lembaga anggota HFI memiliki kebijakan 
untuk mengutamakan perekrutan lokal. Untuk lembaga yang berbasis 
relawan dan memiliki kantor cabang, maka respons dilakukan 
oleh relawan kantor cabang tersebut yang otomatis adalah warga 
setempat. Sedangkan untuk lembaga yang melakukan perekrutan 
staf, diutamakan perekrutan dari warga setempat dan hanya bila tidak 
ada maka didatangkan staf dari luar. Untuk beberapa posisi strategis 
juga diutamakan kompetensi ketimbang lokalitas staf tersebut, karena 
perlunya memenuhi standar layanan kemanusiaan.
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Rata-rata lembaga yang diwawancarai memiliki kegiatan untuk 
melakukan peningkatan kapasitas kepada relawan dan staf di mana 
pun tingkatan lokalitasnya, sebagaimana dijelaskan dalam sub-judul 
Peningkatan Kapasitas sebelumnya. Terkait dengan perekrutan staf 
lokal, banyak dari relawan/staf lokal yang direkrut belum memahami 
mandat kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka mendapatkan 
peningkatan kapasitas agar memahami prinsip-prinsip kemanusiaan 
selain peningkatan kapastas teknis.

Kebijakan Lembaga terkait COVID-19

Sebagaimana disampaikan di awal, pemerintah telah banyak 
mengeluarkan kebijakan, panduan, dan protokol terkait COVID-19, 
pencegahan dan penanganannya di berbagai sektor.  Studi Pelokalan 
ini tidak akan membahas secara khusus kebijakan-kebijakan 
pemerintah tersebut, namun lebih berfokus pada bagaimana HFI dan 
lembaga anggotanya menetapkan dan menjalankan kebijakan lembaga 
dalam pencegahan COVID-19.

Prosedur keamanan dan keselamatan yang intinya berisi tindakan-
tindakan pencegahan COVID-19 juga dimuat dalam Rencana Respons 
Bersama COVID-19 HFI. Setiap lembaga anggota yang diwawancari 
juga memiliki kebijakan serta protokol sendiri. Lembaga-lembaga 
dengan afiliasi internasional mendapatkan kebijakan terkait protokol 
kesehatan dari kantor global/regional yang diadaptasi di Indonesia.
Lembaga-lembaga tanpa afiliasi, menyusun sendiri dan menetapkan 
protokol yang disosialikasikan ke seluruh staf, relawan dan mitra. 
Sebagian lembaga memiliki jejaring lembaga layanan seperti MCCC, 
NU Peduli, YEU, di mana jejaring tersebut yang membantu menyusun 
kebijakan terkait keamanan dan keselamatan. Ada lembaga di daerah 
yang memperkaya protokol ini berdasarkan sumber dari internet yang 
bisa dipercaya, misalnya situs COVID-19 milik WHO dan covid19.go.id.

Secara umum, rerata lembaga membatasi perjalanan antar provinsi 
dan menetapkan prosedur khusus untuk perjalanan lintas provinsi. 
Sebagian lembaga masih mengijinkan staf melakukan perjalanan 
untuk keperluan implementasi program, dengan menjalankan protokol 
kesehatan yang ketat.

Meskipun upaya untuk terus menjalankan prokes dengan setia, namun 
sebagian responden mengeluhkan ketidakpatuhan masyarakat yang 
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disebabkan oleh pemuka agama yang tidak memberikan contoh 
dengan baik, dan bahkan mengabaikan prokes. Ini menjadi salah 
satu alasan pengabaian di masyarakat. Para responden tersebut 
menekankan pentingnya penetapan kebijakan dan protokol, 
disertai dengan tauladan dari pemuka agama agar masyarakat juga 
mendapatkan contoh yang baik dan menirukan.

Yakkum Emergency Unit (YEU) masih menjalankan program pemulihan 
di Sulawesi Tengah untuk penangan pasca bencana gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi yang masih Ketka pandemic COVID-19 terjadi. 
Pandemi kemudian menjadi alat uji atas investasi program yang sudah 
tertanam di tingkat desa yang sedianya baru akan dilihat di penghujung 
program. Pendekatan berbasis masyarakat dalam isu kesehatan dan 
penanganan lansia yang telah terus-menerus dicoba diadvokasi oleh 
YEU agar masuk dalam perencanaan di tingkat desa membuahkan 
hasil. 

Pada saat penanganan pandemi di area program mereka, baik pihak 
YEU maupun pemerintah desa, mengalami keterbatasan dana. Diskusi 
diadakan dengan wakil masyarakat dan pemerintak desa untuk 
mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan dan merancang program 
penanganan COVID-19, hingga kebutuhan sumberdaya dan pendanaan 
dikontribusikan baik oleh YEU dan pemerintah desa. Aktivitas yang 
disepakati adalah: penguatan satgas COVID-19 tingkat desa, bantuan 
non tunai, pengadaan APD dan layanan kesehatan seperti perawatan 
di rumah serta pemberian vitamin untuk lansia dan disabilitas. Jadi 
pada akhirnya pemerintah desa setuju untuk mengalokasikan sebagian 
sumber dayanya bagi penanganan kesehatan lansia.

Aturan Keagamaan

Karena COVID-19 berdampak pada kehidupan beragama dan praktik 
keagamaan, maka aturan-aturan terkait praktik tersebut perlu diatur 
oleh kelembagaan agama. Sebuah studi tentang perang lembaga 
agama dalam penanganan COVID-19 mencatat bahwa lembaga-
lembaga agama di Indonesia lebih cepat mengantisipasi pergerakan 
ataupun kerumunan yang bisa ditimbulkan oleh ritual atau tradisi 
keagamaan dibandingkan pemerintah. Misalnya, sebelum pemerintah 
mengumumkan larangan mudik, baik Muhammadiyah maupun NU 
sudah mengeluarkan fatwa untuk melarang mudik. Demikian pula, PGI 
sudah mengeluarkan himbauan untuk melakukan kebaktian secara 
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virtual sejak 16 Maret, 2020, sebelum pemerintah mengeluarkan 
pembatasan ibadah di tempat ibadah.20

Serupa dengan MCCC, dalam penyusunan Fatwa atau protokol 
kesehatan, NU Peduli selalu berkonsultasi dengan para ahlinya. Dalam 
penyusunan Fatwa terkait COVID ini, ada institusi yang bernama Lajnah 
Bahtsul Masail – LBM (sebagai Lembaga yang pengkajian masalah 
keagamaan) yang berfungsi untuk menghimpun, membahas dan 
memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum. Di LBM 
ini ada banyak para ahli dari berbagai bidang yang mendiskusikan 
perumusan fatwa tersebut. Sementara untuk penyusunan protokol, 
proses yang dilalui adalah dengan mendiskusikan dengan Lembaga NU 
yang bekerja di isu kesehatan dan kebencanaan, sebelum merumuskan 
draf atau rujukan. Rujukan tersebut kemudian disampaikan kepada 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk disahkan.

Ini tidak berarti semua pemeluk agama bahkan pemukanya akan 
mengikuti apa yang disampaikan oleh fatwa ataupun himbauan 
tersebut. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh tim pakar Satgas 
COVID-19, Dewi Nur Aisyah, yang disiarkan di akun YouTube BNPB 
pada tanggal 29 Juli 2020, masih ditemukan klaster penyebaran 
COVID-19 di rumah ibadah di DKI Jakarta. Gereja ada 3 klaster 
dengan 29 kasus, masjid 3 klaster dengan 11 kasus, lalu asrama 
pendeta 1 klaster dengan 41 kasus, pesantren 1 klaster dengan 4 
kasus, serta tahlilan 1 klaster dengan 29 kasus.

Advokasi

Di tingkat nasional, ada sebagian anggota yang turut terlibat dalam 
Gugus Tugas yang kemudian menjadi Satgas COVID-19. Meski mereka 
turut memberikan masukan kepada Gugas/Satga COVID-19, namun 
masukan mereka tidak selalu didengarkan. Di tingkat sub-nasional, 
kemungkinan keberhasilan advokasi kebijakan lebih tinggi, dan 
semakin ke bawah tingkatan lokalitasnya semakin besar kemungkinan 
berhasilnya, namun cakupan pengaruhnya lebih kecil.

Seperti disampaikan sebelumnya, kapasitas Satgas COVID-19 yang 
beragam di berbagai wilayah menyebabkan efektivitas koordinasi dan 

21Civic Engagement Alliance. 2020. Space for Faith-Based Organisations in Times of COVID-19: Examples from 
Ethiopia, Indonesia and the Global Arena.
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hasil advokasi tidak sama. Oleh karena itu advokasi terkait kebijakan 
perlu disertai dengan advokasi agar Satgas COVID-19 nasional 
memberikan pendampingan teknis kepada mereka yang di sub-
nasional, agar mereka bisa menyusun, menjalankan dan memantau 
program pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan baik.
Tidak semua lembaga merekam secara sistematis advokasi apa saja 
yang sudah mereka jalankan dan yang mana yang berhasil. Wahana 
Visi Indonesia (WVI) memiliki sistem pencatatan yang baik. 

Selama pandemi ini ada total 22 kebijakan baru atau berubah, adopsi 
panduan, atau diskresi solutif atas masalah operasional di tingkat 
nasional maupun lokal terkait COVID-19 -- di mana WVI berperan 
secara substansial. Kebijakan itu terdiri dari: 7 terkait perlindungan 
anak; 8 terkait pendidikan; 5 manajemen kebencanaan; kesehatan dan 
livelihood masing-masing satu.21 

Anggota-anggota HFI yang memiliki jejaring dengan pengambil 
dan penyusun kebijakan di pemerintah baik di tingkat nasional dan 
sub-nasional menjadi modalitas untuk melakukan advokasi dengan 
pendekatan secara informal. Dengan adanya ulama-ulama di jejaring 
anggota, advokasi dilakukan kepada mereka untuk megeluarkan fatwa 
yang bisa lebih efektif dalam pencegahan COVID-19.

VISIBILITAS & INOVASI

Pertanyaan Kunci:

•	 Di tingkat mana sajakah lembaga mendapatkan pengakuan atas 
capaian dan inovasi yang dilakukan?

Dalam respons COVID-19 ini, wilayah kerja lembaga-lembaga anggota 
HFI sebagian besar masih berada di tempat jejaring mereka berada. 
Misalnya KARINA di 37 Keuskupan, NU dan Muhammadiyah di wilayah 
basis kultural mereka. Oleh karena itu mereka sudah dikenal dan 
dipercaya oleh masyarakat, yang lebih memudahkan dalam kampanye 
edukasi. Modalitas tersebut penting dalam masa pandemi ini, karena 
perubahan perilaku adalah dasar dari pencegahan penularan dan 
pemutusan rantai COVID-19. Dalam respons COVID-19 ini juga ada 

21Diambil dari “Laporan Akhir Respons Bencana Pandemi COVID-19” yang dikeluarkan oleh WVI.
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lembaga yang semakin memperkuat citranya sebagai lembaga 
kemanusiaan. Misalnya Nurul Hayat yang sebelunya dikenal sebagai 
penyedia aqiqah.

Lembaga yang melakukan kampanye publik, biasanya memiliki divisi 
khusus pemasaran yang memastikan visibilitas dan membangun citra 
lembaga mereka. Mereka secara professional menyelenggarakan atau 
terlibat dalam pengadaan acara yang bertujuan menggalang dana. 
Namun ada lembaga yang malah lebih mengemuka logo vendor mitra 
mereka, karena mereka yang melakukan distribusi.

“Kami bukan makelar untuk suara masyarakat. Mereka harus 
memiliki kesempatan untuk menyampaikan suara mereka sendiri.” 
(Rebana)

Lembaga-lembaga juga secara berimbang memberikan kesempatan 
bagi masyarakat, mitra,  dan relawan untuk menyampaikan dan 
mendapatkan pengakuan atas ide-ide kreatif dan inisiatif mereka. 
Sebelum COVID-19 bahkan ada lembaga yang membawa masyarakat 
menyampaikan suara mereka sendiri ke panggung internasional. 
Pengakuan juga muncul dari pemerintah setempat. Misalnya Kebun Gizi 
Lansia Pondok Pesantren Ainun-Habibie yang didukung oleh Rumah 
Zakat di Kendari, mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota 
Kendari.

Bagi relawan dan staf lembaga berbasis keagamaan, pengakuan dari 
pemuka agama mereka menambah semangat dalam menjalankan 
respons COVID-19 ini. Seperti yang dilakukan oleh Kyai Said kepada 
relawan-relawan yang tergabung dalam NU Peduli.

Dalam pelaksanaan programnya, Rumah Zakat mengandalkan relawan-
relawan mereka yang biasa disebut sebagai Relawan Inspirasi. Banyak 
ide kegiatan yang didapatkan dari Relawan Inspirasi ini. Salah satunya 
adalah program Jaga Simbah yang muncul dari relawan di Yogyakarta 
dan kemudian dikembangkan ke beberapa wilayah lainnya. Program 
Jaga Simbah ini diawali dari isu yang muncul di masyarakat tentang 
pemberian Informasi ke para lansia yang kurang paham dengan apa 
yang terjadi. Lalu dari bertukar ide dan diskusi, ada Relawan Inspirasi 
yang mengusulkan untuk menggunakan Sang Cucu yang biasanya 
dekat dengan Simbahnya. Terjadi saling penajaman ide, dan untuk 
memberkan Informasi yang memadai setidaknya cucu yang sudah 
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SMA yang dianggap bisa memberikan Informasi kepada Simbah. Oleh 
karena itu, program Jaga Simbah dimulai dengan menggunakan Cucu 
yang usia SMA untuk menyampaikan pemahaman tentang COVID-19, 
apa yang terjadi dan harus dilakukan supaya Simbah tidak tertular 
COVID-19. Program ini tidak berhenti di sini. Menjelang Idul Fitri, untuk 
mencegah keluarga-keluarga dari luar kota mudik, maka para Simbah 
diajak untuk memberikan pesan supaya mereka tidak mudik. 

KOMPLEMENTARITAS

Pertanyaan Kunci:

•	 Apakah kemampuan dan kapasitas lokal sudah mencukupi untuk 
merespons COVID?

•	 Apakah masih ada peran untuk lembaga regional dan 
internasional? Bila iya, apa & bagaimana mekanisme serta 
pendekatannya?

Pandemi COVID-19 ini sulit dipastikan kapan akan selesai, meski telah 
banyak prediksi pandemi sendiri akan berlangsung sampai 2021, dan 
dampaknya akan terasa sampai beberapa tahun berikutnya. 22Oleh 
karena itu, meskipun pemerintah sebagai pemegang mandat utama 
dalam menjalankan respons COVID-19, namun semua sumberdaya 
yang ada dari berbagai pihak baik dana, tenaga maupun keahlian harus 
dikelola dengan baik, supaya bisa saling mengisi dan bertahan lebih 
lama.23

Pada akhir Agustus 202024, Menteri Keuangan Republik Indonesia 
mengumumkan tentang kemungkinan resesi ekonomi yang dihadapi 
oleh Indonesia mulai tahun 2020. Ini berarti pemerintah akan kesulitan 
menangani pandemic dan dampak-dampaknya yang multi-sektoral 
dengan mengandalkan pendapatan negara saja. Sumberdaya yang 
dimiliki pemerintah harus ditambah dengan sumberdaya yang dimiliki 
lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga usaha serta 
sumberdaya masyarakat sendiri.

22Dalam artikel yang dikeluarkan oleh BBC Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2020 dan kemudian diperbaharui pada 
tanggal 5 November 2020. Ini adalah resesi ekonomi pertama setelah resesi sebelumnya di tahun 1998. Resesi 
Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus Menangani Pandemi demi Perbaikan Ekonomi. Tersedia virtual: 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994
23Barbelet, Bryant, & Willit-Kings (2020).
24CNN Indonesia, 25 Agustus 2020
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Komplementaritas Antar Pemangku Kepentingan

Agar proses saling-isi antar pemangku kepentingan ini berjalan efektif, 
diperlukan koordinasi yang baik di semua tingkatan administratif 
kepemerintahan: nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan ke 
desa/kelurahan. Komplementaritas akan maksimal bila pemerintah yang 
bertugas mengkoordinasi bisa memastikan pembagian peran antara 
berbagai kementerian/kedinasan, lembaga usaha, LSM/OMS, lembaga 
donor bahkan masyarakat sendiri. Namun sebagaimana disampaikan 
sebelumnya dalam sub-judul “Koordinasi”, masih banyak wilayah yang 
kordinasi tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, jejaring anggota HFI 
di masing-masing wilayah bisa memulainya dan merapat dengan Satgas 
COVID-19 di wilayah masing-masing untuk membantu koordinasi.

Dalam hal komplementaritas antar pemangku kepentingan ada 
keleluasaan lebih yang dimiliki lembaga-lembaga non-pemerintah. 
Misalnya untuk mengalokasikan pendanaan dan menjalankan aktivitas 
untuk membantu yang membutuhkan, dan memperkuat layanan yang 
masih ada kesenjangan misalnya dalam hal kesehatan dan edukasi 
publik. Tidak ada kendala birokrasi dalam pendanaan. Dalam studi 
ini tidak dilakukan verifikasi kepada lembaga pemerintah karena 
keterbatasan waktu studi.

Salah satu kekuatan lembaga-lembaga berbasis keagamaan adalah 
jejaring formal maupun informal dan basis massa di akar rumput yang 
mempermudah dalam mobilisasi massa. Dalam respons COVID-19 
ini menjadi hal yang penting baik untuk edukasi maupun untuk 
memobilisasi bantuan antar warga. Misalnya mobil edukasi keliling yang 
dilakukan oleh Dompet Dhuafa, MCCC dan NU Peduli, mereka bisa 
dengan leluasa memberikan edukasi ke masyarakat yang menjadi basis 
massa mereka. Jejaring PRB-PGI juga melakukan edukasi-edukasi di 
sinod-sinod mereka, begitu pula KARINA di keuskupan masing-masing.

Selain komplementaritas dalam hal sumberdaya, pengetahuan dan 
keahlian yang berbeda yang dimiliki oleh multi-pihak perlu dibagikan 
juga. Sebagai contoh, penggunaan platform pembelian online yang 
dibuat oleh jejaring PRB-PGI akan lebih maksimal bisa dijalankan dalam 
satu wilayah bersama anggota-anggota HFI lainnya, dan akan lebih 
baik lagi bila bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki 
keahlian teknologi yang sesuai dengan wilayah masing-masing.
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Peran Lembaga Internasional

Semua lembaga yang diwawancarai sepakat bahwa pendanaan 
dari luar masih dibutuhkan, meski mereka juga menyadari bahwa 
negara-negara lain, termasuk negara donor juga mengalami kesulitan 
pendanaan karena pandemi COVID-19 ini. Ada lembaga yang 
menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan bantuan kantor 
regional untuk pemetaan dumber-sumber pendanaan yang ada 
sekarang. Karena peta pendanaan juga berubah seiring terdampaknya 
negara-negara donor oleh COVID-19, serta adanya korporasi global 
yang justru malah semakin banyak menangguk keuntungan seperti 
AMAZON.25

Lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan jejaring internasional 
mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan pemetaan 
pendanaan internasional yang biasanya dilakukan oleh kantor regional 
mereka. Hal serupa bisa dilakukan oleh sebuah jejaring seperti HFI, 
misalnya oleh sekretariat HFI, untuk memetakan sumber-sumber 
pendanaan. Sebagaimana hasil mini survei yang dipaparkan di sub-
judul “Pendanaan”, sumber pendanaan dari donor hanyalah 20%. 
Meski mungkin ada persaingan antar lembaga anggota HFI dalam 
mengajukan dana, namun sebagai sebuah jejaring, anggota-anggota 
HFI bisa saling memperkuat kemampuan penggalangan dana dan 
memperkuat Sekretariat HFI. 

Dalam hal apakah bantuan keahlian atau sumberdaya manusia 
internasional masih dibutuhkan, ada pendapat yang berbeda dari 
responden. Sebagian setuju bahwa bantuan keahlian dan sumberdaya 
manusia dari luar masih dibutuhkan, sebagian menyatakan bahwa itu 
sudah tidak dibutuhkan lagi. Misalnya untuk peningkatan kapasitas 
medis dan pengetahuan medis khususnya tentang COVID-29 ada yang 
merasa masih membutuhkan bantuan internasional, ada yang merasa 
ahli kesehatan yang ada di Indonesia sudah memadai. Ada catatan 
khusus terkait bantuan tenaga medis yang perlu kehati-hatian karena 
konteks kedokteran dan kesehatan yang berbeda di masing-masing 
negara khususnya dalam hal penanganan pandemi.

25Berdasarkan wawancara dari salah satu responden yang menyatakan bahwa dana yang mereka terima dari Amazon 
meningkat. Dalam beberapa artikel di media ditemui pula bahwa Amazon mengalami peningkatan penjualan meski 
di awal COVID-19 mengalami gangguan pada jalur rantai pasokan mereka: https://www.cnbc.com/2020/09/29/how-
amazon-managed-the-coronavirus-crisis-and-came-out-stronger.html



51
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

26Informasi yang disampaikan di sini adalah hasil dari wawancara dengan D. Karlo Purba, Direktur Program ADRA, pada 
tanggal 9 Oktober 2020.

Namun semua responden sepakat untuk tidak menganggap tabu 
bantuan internasional. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan akan 
selesai, daya dukung APBN yang terbantas dan dampaknya di berbagai 
sektor sangat besar. Sehingga rata-rata responden menyatakan bahwa 
bantuan internasional masih dibutuhkan.

Yayasan ADRA (Adventist Development & Relief Agency) di Indonesia 
berdiri sejak tahun 1981 dengan focus di Kesehatan Ibu dan Anak, 
Orang dengan HIV/AIDS dan penguatan ekonomi melalui koperasi. 
ADRA di Indonesia adalah bagian dari jejaring ADRA Internasional dan 
didukung oleh ADRA regional.
Dalam respons COVID-19 ini ADRA, Direktur Program ADRA Indonesia, 
D. Karlo Purba, menjelaskan bagaiman berbagai pihak memiliki 
perannya masing-masing dalam respons COVID-19 ini dan bagaimana 
pembagian peran ini saling melengkapi.26 
Secara internal sudah ada pembagian peran yang jelas di dalam 
ADRA. Untuk identifikasi potensi donor, ADRA Indonesia dibantu 
oleh kantor regional ADRA di Asia. Dalam jejaring Gereja Advent, di 
wilayah-wilayah di mana ada Gerjea Advent, ADRA melatih relawan-
relawan (dikenal sebagai ‘representative’) dalam hal kesiapsiagaan dan 
pengurangan risiko bencana. Di masing-masing gereja juga ada Duta 
ADRA (ambassador) yang memiliki peran untuk membantu menggalang 
pendanaan di acara-acara yang diselenggarakan oleh ADRA.
Namun pandemic COVID yang Panjang ini butuh keterkaitan satu 
sama lain, di mana semua pihak perlu saling mengisi peran. Saling-
isi atau komplementaritas ini hanya bisa berjalan dengan maksimal 
bila ada koordinasi yang baik. COVID-19 menyergap kita di seluruh 
wilayah Indonesia. Kabupaten dan Kotamadya adalah wilayah kunci 
implementasi, dan tidak semua lembaga yang mengetuai Satgas di 
wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi. 
Ketimbang menunggu peningkatan kapasitas bagi coordinator di 
Satgas ataupun di masing-masing kedinasan, ada baiknya bila ada 
lembaga yang bisa membantu mendampingi koordinasi ini. Lembaga 
seperti HFI bisa mengirimkan orang yang sudah berperngalaman 
dalam melakukan kooridnasi, untuk mendampingi instansi terkait dalam 
memetakan pelaku khususnya organisasi masyarakat sipil, apa yang 
mereka lakukan, dan memetakan kesenjangan untuk diisi oleh pelaku 
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di wilayah tersebut yang bersedia. Ini bisa menyingkap potensi-potensi 
wilayah yang selama ini mungkin belum kelihatan, dan hasil dari 
komplementaritas ini semakin efektif

KEUNIKAN LEMBAGA BERBASIS KEAGAMAAN

Pertanyaan Kunci:

•	 Sebagai lembaga berbasis agama, bagaimana anggota HFI bisa 
memperkuat respons lokal?

•	 Apakah ada contoh-contoh kolaborasi lintas agama yang terjadi di 
tingkat lokal yang dilakukan anggota HFI, dan bagaimana hasilnya?

Sebagai bagian dari keunikan respon yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga anggota HFI adalah basis keagamaannya. Di Indonesia 
basis keagamaan ini juga adalah basis budaya. Lembaga-lembaga 
keagamaan berakar sampai ke akar rumput, atau tepatnya akar rumput 
yang membangun jaringan berbasis keagamaan ini. Jejaring yang 
dibangun tidak hanya jejaring tradisional berbasis rumah ibadah: 
masjid/Jemaah, gereja, pondok pesantren dan sejenisnya, namun juga 
berbasis profesi dan komunitas dari lembaga kesehatan, Pendidikan 
bahkan sampai ke komunitas pemuda punk yang diasuh Nurul Hayat di 
Surabaya. 

Kelebihan

Dari jejaring dan basis massa tersebut, anggota-anggota HFI memiliki 
relawan-relawan yang cukup massif. Dalam Rencana Bersama 
COVID-19 Anggota HFI, disebutkan 31.767 staf dan 80.297 relawan 
yang terlibat. Ini belum termasuk staf yang berasal dari Muhammadiyah 
dan NU yang adalah relawan. Yang menjadi perbedaan relawan 
dan staf hanya mereka berada di jabatan struktural. Bahkan diduga 
jumlah keseluruhan yang terlibat sangatlah besar, hanya tidak terdata 
dengan baik. Peran relawan ini selain untuk memobilisasi bantuan 
dan solidaritas, di masa pandemi ini juga berarti dalam membantu 
melakukan edukasi massa. Dengan pembatasan pergerakan, jejaring 
yang sudah ada ini menjadi ujung tombak dalam penggerakan massa 
untuk saling bantu dan melakukan kampanye kesehatan.
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Meski berdasarkan survei AC Nielsen27 yang menyatakan hanya 9% 
responden menyatakan bahwa tokoh agama adalah sumber Informasi 
terpercaya mereka, bahkan hasil survei PMI menunjukkan angka lebih 
rendah lagi yaitu 4.2%28, namun akses yang dimiliki oleh tokoh agama, 
jemaat serta kegiatan rutin keagamaan memiliki potensi untuk sarana 
edukasi. Penguatan potensi peran ini diperlukan, mengingat masih 
ada sebagian tokoh agama yang tidak percaya tentang COVID-19 
dan prokes yang perlu dilakukan untuk pencegahannya dan belum 
ada penelitian sejauh mana para tokoh agama ini berperan dalam 
menyebarkan misinformasi tentang COVID-19 dan penularannya. Perlu 
studi lebih lanjut tentang peran tokoh agama, baik dalam efektivitas 
penyebaran pesan yang benar dan disinformasi, serta potensi peran 
mereka dalam edukasi publik, apalagi dalam edukasi tentang vaksinasi 
COVID-19 yang masih menghadapi keraguan sebagian masyarakat 
tentang haram halalnya vaksin.

Ketika ditanya apakah yang membedakan respon humanitarian oleh 
lembaga sekuler dan lembaga berbasis keagamaan, para responden 
rata-rata menjawab ada 2 hal yang membedakan: dari jalur yang 
digunakan dan aspek teologisnya. Secara kegiatan memang serupa: 
disinfeksi, pembagian APD, promosi kesehatan, namun jalur yang 
digunakan berbeda. Para responden menyatakan jalur yang digunakan, 
selain kemitraan tradisional dari basis massa keagamaan, juga jejaring 
profesional yang mereka miliki. Secara teologis juga ada pemaknaan 
yang berbeda. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di sub-judul ”Aspek 
Teologis” di bawah.

Seperti halnya lembaga-lembaga humanitarian lainnya, anggota HFI 
juga menanamkan ke semua staf dan relawannya dari nasional, sub-
nasional sampai ke masyarakat dan mitra, bahwa meski lembaga 
berbasis agama namun bantuan harus memenuhi prinsip-prinsip 
kemanusiaan yang bersifat imparsial, mengutamakan kemanusiaan, 
netralitas dan tidak mendiskriminasi.

27AC Nielsen mengeluarkan Laporan “Analysis of COVID-19 Nielsen Omnibus Survey” yang dikeluarkan pada tanggal 12 
Oktober 2020.
28Berdasarkan Draft Laporan Survei berkala yang dilakukan oleh PMI tertanggal 14 November 2020 tentang Survei 
Persepi Masyarakat, Media dan Relawan tentang Kampanye, Pesan dan Media KIE dalam Penanganan COVID-19 PMI.
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Tantangan

Meski sudah ditanamkan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan bahwa 
seleksi penerima manfaat tidak dibedakan berdasarkan agama namun 
tidak menutup kemungkinan jejaring yang di akar rumput yang diminta 
untuk melakukan seleksi hanya mengenal anggota-anggota masyarakat 
yang seagama. Dalam beberapa wawancara diungkapkan bahwa 
ada amil masjid yang memilih penerima manfaat muslim, karena dia 
tidak bergaul atau mengenal yang non-muslim. Di sisi lain, juga ada 
responden dari lembaga berbasis Nasrani yang menyatakan bahwa 
aktivis paroki juga ada yang melakukan hal serupa, karena tidak 
mengetahui penerima manfaat yang sesuai di wilayah mereka yang dari 
kelompok agama lain. Tentu saja, pasti ada yang memang masih belum 
paham dan lebih mencari penerima manfaat yang mereka kenal.

Selama respons COVID-19 ini, lembaga yang menjadi responden tidak 
mengalami penolakan dari masyarakat yang berlatar belakang agama 
berbeda. Pengalaman ini pernah terjadi sebelum respons COVID-19. 
Dalam wawancara dengan Sekretariat HFI, disadari perlu ada strategi-
trategi yang lebih antisipatif di masa mendatang untuk mencegah 
penolakan dari masyarakat yang mayoritas berlatar belakang agama 
yang berbeda. Ada lembaga yang menerapkan strategi untuk lebih 
terbuka di awal tentang latar belakang keagamaan lembaganya dan 
diterima oleh masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. 
Namun ada juga melakukan hal yang sama di komunitas lain, dan 
ditolak juga. Ada yang kemudian memilih wilayah yang lebih plural. 
Dalam kasus di mana mediasi dari anggota HFI lainnya dibutuhkan, 
sebaiknya segera dilakukan di awal respons, tidak menunggu sampai 
kasus berlarut.

Aspek Teologis

Seperti sebelumnya disebutkan bahwa pembedaan respons anggota 
HFI dari lembaga humanitarian sekuler adalah selain aspek jalur yang 
digunakan, juga aspek teologis yang berbeda. Kerja kemanusiaan 
dimaknai secara teologis:

“Lillahi Ta’ala, tidak tahu sampai kapan kita menjalankan COVID ini.” 
(Rahmawati Husein, MDMC)
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“Tugas gereja adalah untuk mempromosikan dan merawat 
kehidupan.” (Pendeta Retno Ratih, GKJ Manahan)

Hal-hal yang disampaikan dalam kutipan di atas menjadi penyemangat 
dan energi tiada batas dalam merespons COVID yang tidak diketahui 
ujungnya. Selain itu COVID-19 memang wabah, namun wabah ini 
mengajarkan untuk kembali menyeimbangkan hubungan dengan 
Tuhan, alam dan sesama. Pemaknaan-pemaknaan secara teologis 
ini perlu dilakukan oleh mereka yang bekerja di lapangan juga 
agar menemukan makna kerja kemanusiaan, tidak hanya sekedar 
melakukan kegiatan.

Diakui masih ada perbedaan pemaknaan secara teologi tentang 
pandemi COVID-19. Misalnya ada yang menganggap ini sebagai azab 
dan ada yang bukan. Namun lepas dari pemaknaan yang berbeda, ada 
kesepakatan bahwa tugas kemanusiaan untuk merawat kehidupan itu 
perlu dilakukan.

Keunikan lainnya di mana dalam lembaga keagamaan juga ada jejaring 
profesi dan kebencanaan, COVID-19 membantu memadukan layanan 
profesional dengan pemaknaan teologis dan sains. Misalnya terkait 
vaksinasi COVID-19, MCCC memanggil pakar-pakar kedokteran untuk 
memberikan masukan terkait bahan dan peroses pembuatan vaksin 
untuk melihat yang mana berpotensi haram. Berdasarkan kajian 
ini, mereka memberikan masukan kepada Dewan Tarjih yang akan 
memberikan pijakan hukum agama Islam untuk menyatakan halal dan 
haramnya vaksin tersebut.
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Kesimpulan

TINGKATAN LOKALITAS

	
Dalam setiap tahapan ada pembagian peran yang saling memperkuat 
respons lembaga-lembaga anggota HFI. Respons yang dilakukan 
di masyarakat, digerakkan di tingkat masyarakat dan dibantu 
oleh komunitas sekitarnya yang akan menjadi lebih efektif bila 
dikoordinasikan di tingkatan administratif di atasnya lagi. Dalam situasi 
pandemi ini arahan dan penegakan protokol kesehatan dari tingkat 
nasional membantu cabang-cabang memahami apa yang harus 
dilakukan untuk melindungi diri dalam menjalankan respons. Tingkatan 
lokalitas yang tidak berdiri sendiri namun saling melengkapi inilah yang 
memperkuat dan meningkatkan kualitas respons di masyarakat.

PENDANAAN

Pendanaan terbesar masih berasal dari dana lain-lain yang disusul 
oleh dana dari individu dan filantropi. Dana tersebut ada yang bersifat 
fleksibel, dan berasal dari dalam negeri. Penggalangan dana berbasis 
agama melalui dana kolekte, perpuluhan, zakat, sodakoh maupun infaq 
mendominasi pendanaan dalam respons COVID-19 ini. Ini memberikan 
signifikansi yang berbeda dalam penanda pelokalan yang tidak melulu 
melihat persentase dana internasional kepada lembaga lokal, namun 
bagaimana respons dengan pendanaan lokal.

KEMITRAAN

Dalam respons COVID-19 ini, dapat dikatakan anggota-anggota HFI 
menjalankan respons secara meluas karena mereka sudah memiliki 
kemitraan tradisional yang sudah dahulu ada dengan berkembangnya 
agama-agama tersebut di Indonesia, dilanjutkan dengan jejaring 
professional berbasis keagamaan baru kemudian divisi kemanusiaan 
atau penanggulangan bencana didirikan. Bila kemitraan tradisional 
memilik kekuatan jaringan informal dan kultural sampai ke masyarakat 
yang menjadi sumber kekuatan pelokalan, maka kemitraan profesional 
menjadi jejaring yang kuat dalam menjalankan layanan. 
Dalam respons COVID-19 ini, lembaga-lembaga tersebut memanfaatkan 
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jejaring yang sudah kuat dan mendapatkan kepercayaan di masyarakat. 
Selain itu ada kemitraan baru yang terbangun dengan lembaga usaha 
dan pemerintah untuk merespons COVID-19. Kemitraan dengan 
masyarakat di luar kemitraan tradisional dalam jejaring keagamaan 
biasanya sudah ada kemitraan eksisting yang berjalan bahkan sebelum 
pandemi. 

PARTISIPASI MASYARAKAT

Di awal pandemi partisipasi masyarakat masih sangat terbatas dalam 
mempengaruhi desain program yang dilakukan. Secara umum ada 
keterbatasan pengetahuan di seluruh tingkatan lokalitas tentang 
COVID-19 yang membuat desain lebih bersifat top-down karena dari 
tingkat nasional lebih ada pemahaman tentang COVID-19. Namun 
dengan berkembangnya pemahaman tentang COVID-19, pencegahan 
serta dampak-dampaknya di sub nasional dan di masyarakat, 
banyak inisiatif yang berkembang dan membangun ide-ide untuk 
pemrograman. Namun dalam pemberian umpan balik masih ada 
tantangan karena mekanisme yang paling disukai masih tatap muka 
dan untuk komunikasi jarak jauh ada wilayah yang terkendala sinyal.

PENINGKATAN KAPASITAS

Dalam respons pandemic COVID-19 ini kendala bepergian memaksa 
kantor lembaga di tingkat sub-nasional untuk mengelola program 
secara lebih mandiri dengan bimbingan jarak jauh, dan masyarakat 
untuk menemukan inisiatif-inisiatif mereka sendiri dalam melindungi 
wilayah mereka dari penularan dan mitigasi dampak sosial-ekonomi 
pandemi COVID-19. Untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah 
mendapatkan peningkatan kapasitas, dapat menjalani pengelolaan 
program dengan lebih baik. Namun pemantauan masih menjadi 
kendala karena pembatasan perjalanan dan belum ditemukan metode 
pemantauan yang efektif dalam keterbatasan ini.

Dalam hal peningkatan kapasitas teknis yang bisa dilakukan secara 
virtual, masa pandemi staf dan relawan yang memiliki akses ke 
daring dapat mengikuti berbagai sesi pelatihan. Namun ini berarti 
mereka yang berada di wilayah di mana koneksi terbatas semakin 
termajinalkan.
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KOORDINASI

Mekanisme koordinasi yang ada selama respons pandemi COVID-19 
adalah mekanisme koordinasi klaster di bawah klaster perlindungan 
dan pengungsian di tingkat nasional, dan koordinasi yang dilakukan 
oleh satgas COVID-19 dari pemerinath pusat dampai ke pemerintahan 
administrative desa/kelurahan. Koordinasi yang dilakukan masih 
sebatas sesi berbagi informasi dan pemutakhiran siapa melakukan 
apa ketimbang membangun kolaborasi dan pembagian peran demi 
efektivitas sumber daya yang semakin terbatas dengan periode 
pandemi yang berkepanjangan ini.

Organisasi non-pemerintah mendapatkan kesempatan untuk 
berkontribusi dalam respons COVID-19 ini dengan dukungan kebijakan 
pemerintah, namun masih ada jarak antara lembaga non-pemerintah 
dengan Satgas COVID-19. HFI diharapkan bisa menjembatani 
mekanisme koordinasi di daerah antara lembaga non-pemerintah 
dengan SATGAS COVID-19 dimulai dari koordinasi antara sesama 
anggota HFI di suatu wilayah, dan oleh para anggota HFI tersebut 
menjangkau Satgas COVID.

KEBIJAKAN DAN ADVOKASI

Dari pemerintah, tidak ada kebijakan yang secara khusus meminta 
bahwa respons pandemic COVID-19 melulu dilakukan secara lokal. 
Respons lokal yang terjadi saat ini adalah karena situasional. Kebijakan 
lembaga memang sudah mengedepankan perekrutan staf dan relawan 
lokal serta peningkatan kapasitas bagi mereka. 

Selain kebijakan positif dari negara dan kebijakan lembaga, karena 
pandemi ini juga mengganggu kehidupan dan tradisi beragama, aturan 
agama juga perlu dikeluarkan untuk menjadi pijakan para pengikutnya 
agar merasa nyaman menjalankan ritual dan tradisi ibadah yang sesuai 
dengan protokol kesehatan.

Dalam melakukan advokasi kebijakan, HFI dan anggota-anggotanya 
memiliki potensi melakukan advokasi karena jejaring mereka yang kuat 
di pengambil kebijakan maupun di pemerintahan. 
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VISIBILITAS DAN INOVASI

Dari segi pemberian pengakuan, para anggota HFI yang tergabung 
dalam studi ini sudah memberikan pengakuan bagi masyarakat dan 
relawan yang memang muncul dengan ide itu. Hal ini juga diverifikasi 
oleh masyarakat yang turut giat dalam kegiatan dan mendapatkan 
penghargaan oleh pemerintah setempat. Inovasi yang dimunculkan 
oleh relawan, penghargaan juga dikembalikan ke relawan.

KOMPLEMENTARITAS

Dalam hal komplementaritas antar pelaku kepentingan dalam negeri, 
saat ini respons lokal yang dilakukan oleh anggota HFI memperkuat 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun karena tidak dilakukan 
secara terkoordinasi dengan baik dan tidak termonitor dengan baik 
sebagai sebuah gerakan bersama, sehingga dampaknya juga tidak 
terlihat.

Bantuan internasional masih dibutuhkan secara pendanaan. Ada 
perbedaan pendapat terkait kebutuhan bantuan teknis lembaga 
internasional, namun semua sepakat untuk tidak menabukan bantuan 
internasional karena tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 
akan berlangsung dan sebesar apa kemampuan dalam negeri dalam 
mengatasi dampak-dampaknya.

KEUNIKAN LEMBAGA AGAMA

Sebagai lembaga berbasis keagamaan, anggota-anggota HFI memiliki 
modalitas jejaring yang kuat yang sampai ke akar rumput dalam 
merespons COVID-19. Basis kepercayaan yang sudah dibangun ini 
memudahkan dalam memobilisasi bantuan dan melakukan edukasi 
publik. Karena ada ikatan dengan massa berbasis keagamaan serta 
kegiatan ibadah, para anggota bisa menggunakan modalitas ini untuk 
melakukan edukasi publik untuk pencegahan COVID-19 dan untuk 
penanganan COVID-19 lainnya.

Kemitraan dan jejaring yang telah dibangun memungkinkan anggota-
anggota HFI menyatukan layanan, sains dan teologis/fiqih dalam 
responsnya. Motivasi intrinsik dalam respons anggota HFI menjadi 
sumber kekuatan tiada batas bagi para staf dan relawan-relawannya.
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PELOKALAN ANGGOTA HFI DALAM RESPONS COVID-19

Bila HFI memaknai pelokalan sebagai upaya untuk memperkuat 
kapasitas sub-nasional, maka dalam respons COVID-19 ini memberikan 
kesempatan bagi sub-nasional untuk menjadi lebih mandiri dalam 
mengelola program mereka. Namun peran lembaga di tingkat nasional 
masih penting, karena mereka memberikan arahan dan panduan agar 
bisa memberikan bantuan dengan aman. Selain itu struktur keagamaan 
yang masih terpusat dalam hal pengeluaran aturan agama, menjadikan 
kekuatan di nasional dan sub-nasional menjadi sebuah kesatuan. 
Keterlibatan masyarakat baik sebagai relawan maupun sebagai 
penerima manfaat di awal COVID-19 memang masih kecil dan banyak 
didesain dari nasional. Namun seiring penambahan pengetahuan 
tentang pandemi ini, masyarakat dan relawan semakin terlibat dalam 
penyusunan kegiatan yang dianggap lebih berguna bagi mereka.
 
Agar dampak respons COVID-19 lebih efektif dan penggunaan sumber 
daya lebih efisien, diperlukan koordinasi para pihak oleh pemerintah 
di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Namun ketika pemerintah, 
dalam hal ini Satgas COVID-19, masih belum menjalankan fungsi 
koordinasi ini secara efektif, anggota-anggota HFI di daerah bisa 
memulai dari jejaring HFI dulu.

Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi untuk seluruh keluarga besar HFI baik bagi 
anggota, Sektretariat maupun Badan Pengurusnya:

1.	 Membangun mekanisme kolaborasi dan koordinasi di nasional 
dan khususnya di daerah yang disepakati dan dijalankan, serta 
dituangkan dalam Rencana Respons/Pemulihan Bersama 2021. 

2.	 Dilakukan pemodelan koordinasi sub-nasional untuk anggota 
HFI (HFI Hub) di beberapa kota/kabupaten di mana ada lembaga 
yang berkomitmen menjadi koordinator. Pembentukan HFI Hub 
bisa diinisiasi/difasilitasi oleh Sekretariat HFI, untuk kemudian 
dilanjutkan oleh salah satu anggota HFI di wilayah tersebut. 
Pemodelan ini untuk didokumentasikan dan dijadikan pembelajaran 
untuk respons-respons lainnya.

3.	 Diperlukan identifikasi modalitas sosial anggota-anggota HFI 
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supaya energi dalam merespons COVID-19 bisa bertahan lebih 
lama.

4.	 Penguatan Sekretariat HFI agar dapat memfasilitasi: a) proses 
berbagi pengetahuan, b) menginisiasi & memantik koordinasi di 
sub-nasional untuk anggota-anggota HFI, c) membantu memetakan 
potensi pendanaan dalam dan luar negeri untuk anggota-anggota 
HFI.

5.	 Menggunakan respons COVID-19 sebagai kesempatan dan 
lapangan dalam menguji sinergi para pemangku kepentingan di 
tingkat sub-nasional, dengan tujuan menjadikan pelokalan menjadi 
kekuatan dalam respons-respons bencana lainnya.

6.	 Keluarga Besar HFI agar melakukan proses refleksi untuk 
memaknai pelokalan kerja humanitarian HFI dalam berbagai 
bencana.



62
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

Daftar Pustaka

AC Nielsen, “Analysis of COVID-19 Nielsen Omnibus Survey”, 12 
Oktober 2020

Australian Red Cross, Humanitarian Advisory Group and the Institute for 
Human Security and Social Change, La Trobe University. “A Window of 
Opportunity: Learning from COVID-19 to Progress Locally Led Response 
and Development Think Piece”. Pacific Resilience Partnership, 
November 2020

Barbelet, Veronique, Bryant, J. and Willitts-King, B., “All Eyes on Local 
Actors: COVID-19 and Local Humanitarian Response”, ODI, Juli 2020: 
https://www.odi.org/publications/17173-all-eyes-are-local-actors-covid-
19-and-local-humanitarian-action-opportunities-systemic-change

Barbelet, Veronique. “Rethinking Capacity and Complementarity for A 
More Local Humanitarian Action”. HPG Report, October 2019

Brabant, K. Van & Patel, S., “Localisation in Parctice: 7 Dimensions of 
Localisation. Global Mentoring Initiative”, Disaster and Emergency 
Preparedness Programme, Global Monitoring Initiative, 2018

Civic Engagement Alliance, “Space for Faith-Based Organisations in 
Times of COVID-19: Examples from Ethiopia, Indonesia and the Global 
Arena”, Utrech, July 2020
Fast, Larissa and Bennet, Christina, “From the Ground Up. It’s About 
Time for Local Humanitarian Action”, HPG Report, May 2020

ICVA, “Localization Examined: An ICVA Briefing Paper”, September 
2018

Makhasi, Ghifari Y.M. Mengenal MDMC diterbitkan pada tanggal 10 
Juni, 2020. Diakses dari repositori Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah/Aisyiyah: http://www.fpptma.or.id/2020/06/mengenal-
mdmc-muhammadiyah-disaster.html

Palmer, Annie, How Amazon Managed the Coronavirus Crisis and 
Came Out Stronger, CNBC, 29 September 2020: https://www.cnbc.
com/2020/09/29/how-amazon-managed-the-coronavirus-crisis-and-



63
Studi Pelokalan Respons �Pandemi COVID-19

came-out-stronger.html
PMI, “Draft Laporan Survei berkala yang dilakukan oleh PMI tertanggal 
14 November 2020 tentang Survei Persepsi Masyarakat, Media dan 
Relawan tentang Kampanye, Pesan dan Media KIE dalam Penanganan 
COVID-19 PMI”, belum diterbitkan

Robilard, S.C., Cechvala, S., Boone, G., “From Where We Stand”. CDA 
Collaborative Learning, December 2020: https://www.cdacollaborative.
org/blog/from-where-we-stand/

Robilard, S.C., Cechvala, S., Boone, G., “What We’ve Heard”. CDA 
Collaborative Learning, December 2020: https://www.cdacollaborative.
org/blog/what-weve-heard/

Rodriguez, Havidan, Quarantelli, Enrico L. and Dynes, Russel R. 
“Handbooks of Sociology and Social Research: Handbook of Disaster 
Research”, Springer 2007

Sarwono, Ahmad & Shofrotum, K.H.R.Ng. Ahmad Dahlan: Pembaharu, 
Pemersatu, dan Pemelihara Tradisi Islam. 2013. Penerbit Mitra Pusaka 
Nurani (MATAN). Yogyakarta.




